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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan
rahmat-Nya, kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta Tahun 2024. Rencana Kerja ini memuat
evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2024-2026 Capaian Renstra, analisis capaian
kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, tujuan dan
sasaran serta program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta.

Kami menyadari dokumen ini masih jauh sempurna, oleh karenanya kami
mengharapkan masukan dari semua pihak yang berkepentingan baik serupa saran
maupun kritik yang sifat nya membangun dalam rangka menuju kearah perbaikan
selanjutnya.

Harapan kami Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Purwakarta Tahun 2024 ini dapat menjadi acuan capaian kinerja dalam
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Purwakarta.

Purwakarta,

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
-~ Kabupaten purwakarta
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja ( Renja ) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Purwakarta Tahun 2024 merupakan penyelenggara urusan pemerintahan dalam
bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri. Dalam menyelenggarakan tugas
dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memerlukan perencanaan yang
strategis. Perencanaan tersebut tertuang dalam rencana strategis Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik tahun 2024-2026 yang berpedoman pada Rencana
Pembangunan Daerah (RPD) Kab. Purwakarta Tahun 2024-2026

Renja SKPD mempunyai arti yang strategis dalam mendukung
penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah

mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program
kegiatan ke dalam KUA dan PPAS dan perencanaan program
kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan
Anggaran (RKA) tahun2024.

2. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi
pelaksanaan program/kegiatan Instansi untuk mengetahui
sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana

Kerja Tahunan.
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1.2. Landasan Hukum.

Landasan Hukum Rencana Kerja Tahun 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik Kabupaten Purwakarta adalah :

1

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang
dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2851);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
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Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6757);

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembar Negara Nomor 6856);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan
Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6323);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 136);

17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);

18. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);

19. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 180);

20. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam
Pembangunan Nasional;

21. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan
Kemiskinan Ekstrem;
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22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum
Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 927);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu atas Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi
Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi
dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 288);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar
Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

30. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4  Tahun
2023 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Berita Negara
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Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 388);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2023 tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor);

32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-
2025. (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Nomor 236);

33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Tahun
2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);Peraturan Daerah
Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan
Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang  Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2006 Nomor 4);

34. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2006 Nomor 4);

3b5. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005
— 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 16);

36. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah
Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 11);

37. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran
Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);

38. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 66 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan
Daerah (RPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah
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Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 66);

30. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 88 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten
Purwakarta Tahun 2023 Nomor 88);

40. Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah

Kabupaten Purwakarta Tahun 2024

7 | RENJA BAKESBANGPOL KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2024



1.3 Maksud dan Tujuan.
1.3.1 Maksud

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten
Purwakarta Tahun 2024 adalah dalam rangka melaksanakan Instruksi
Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, dalam rangka menjaga konsitensi
dan keterpaduaan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan
maupun pengawasan program/kegiatan dalam rangka mencapai sasaran

strategis.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2024
adalah sebagai acuan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam
mengoprasional kan Rencana Kerja (RENJA) Pembangunan Daerah Kabupaten
Purwakarta Tahun 2024 sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya dalam rangka
mencapai visi dan misi pemerintah Daerah, serta memudahkan melaksanakan

kegiatan selama 1 (satu) tahun kedepan

1.4. Sistimatika Penulisan Rencana Kerja (RENJA) .

e Bab. | Pendahuluan
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3.Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan

e Bab. Il Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu
2.1.Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan

Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2.Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.
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2.3.1su - isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.
2.4.Review terhadap Rancangan Awal RKPD.
2.5.Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .
e Bab. lll Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerabh.
3.3.Program dan Kegiatan
e Bab. IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.

e Bab V Penutup
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BAB. I

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN
KESBANGPOL TAHUN 2022

2.1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Kesbangpol Tahun 2022 dan

Capaian Kinerja Renstra Badan Kesbangpol.

Realisasi kinerja tercapai 100% hampir pada semua kegiatan
pada tahun 2022, baik itu kegiatan teknis maupun kegiatan rutin.
Kegiatan - kegiatan yang tercapai adalah sbb:

1. Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan
lingkungan.

2. Pemantauan, pelaporan dan evaluasi perkembangan politik di
daerah.

3. Pembinaan Kerukunan Umat beragama,

4. Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur
budaya bangsa.

Seminar, talkshow, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan.
Pembinaan forum pembauran kebangsaan.

Penyuluhan kepada masyarakat.

Penyusunan administrasi bantuan parpol

© ® N o O

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
10. Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

11. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional

12. Penyediaan jasa administrasi keuangan
13. Penyediaan jasa kebersihan Badan

14. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
Badan

15. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

16. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

17. Pelayanan Administrasi PerBadanan

18. Pemeliharaan rutin/berkala gedung Badan

19. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

20. Pemeliharaan rutin/bekala perlengkapan gedung Badan

21. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Badan
Terdapat beberapa kegiatan yang belum memenuhi target capaian
kinerja dikarenakan adanya keterbatasan dalam penganggaran serta
pemenuhan target-target prioritas guna mendukug pemenuhan target
sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
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Secara rinci evaluasi realisasi tersebut dapat dijelaskan dalam tabel

dibawabh ini:
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Tabel T-C.29
REKAPITULASI EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DAN CAPAIAN RENSTRA BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PURWAKARTA s.d TAHUN 2023

Perkiraan Realisasi Capaian

N Target
L Target dan Realisasi Kinerja Program dan Target Renstra Perangkat
;ﬁfﬁ; R_(?les;& Kegiatan Tahun 2022 Pr(()jgrnam Daerah s/d Tahun Yang
y _'arg . Kegiatan Berjalan 2023
Perangkat Daerah/bidang Capaian Kinerja Hasil i
Kode urusan/ - Indikator Program ( | Program dan Renja . Tinakat
program /kegiatan . o , Perangkat Realisasi 9«
Tahun Keluaran Target Renja | Realisasi Renja Tingkat g Capai Capaian
2022 Kegiatan s/d |  perangkat Perangkat Realisasi Daerah P apalag Realisasi
2021 Daerah Daerah Tahun Tahun 1—2%2‘13” Krog_ratlm 73 Target
Tahun 2022 2022 2022 Tar?S;\a;enr';an Renstra (
20231 % ) 2023
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
01 KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK
01} 01 PROGRA PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
01| 01 2 o1 Perencanaan,
Penganggaran dan
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
01j01 | 2 |01 01 | penyusunan
Perubahan Dokumen Jumiah Kebutuhan Dokumen | 4, 100% 100% 99,79% 0% 100% 0%
Perencanaan Yang disusun
Perangkat Daerah
01j01 2 01 (06 Koordinasi dan
Penyusunan Laporan Jumlah Kebutuhan
Capaian Kinerja dan . 100% 100% 100% 99,24% 42,71% 100% 42,71%
. ST Dokumen Yang disusun
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
0101 2 02 Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah
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01|01 2 02 | 01 . . Jumlah Ketersediaan
Penyedlaan Gaji dan Gaji dan Tunjangan Bagi
Tunjangan ASN ASN 100% 100% 100% 92,24% 92,24% 100% 49,78% 100%
01|01 2 02 | 05 _— Jumlah Kebutuhan
Koordinasi dan Dokumen Yang disusun
Penyusunan Laporan 100% 100% 100% 99,55% 99,55% 100% 59,30% 100%
Keuangan Akhir Tahun
SKPD
01101 2 03 Administrasi Barang
Milik Daerah pada
Perangkat Daerah
01(01 2 03 | 05 Rekonsiliasi dan j:;n&éihnDokumen Yang
Penyusunan Laporan 100% 100% 100% 99,63% 99,63% 100% 52,56% 100%
Barang Milik Daerah
12 05 Administrasi
Kepegawaian Perangkat
Daerah
12 05 2 Pengadaan Pakaian Dinas %ng%g:gﬁ;i?ﬁ?:in
Beserta Atribut Kelenakapanva 100% 100% 100% 0% 0% 100% 0% 100%
kelengkapannya gkapany
12 05 3 Pendataan dan \Iluer:(lje;rt]azﬁkélgplen
pengelolaan administrasi Pengolahan Administrasi 100% 100% 100% 0% 0% 100% 64,75% 100%
kepegawaian Kepegawaian
12 05 9 Pendidikan dan Pelatihan JBuerrndI:g]aI:keag:vTvsl as dan
pegawai berdasarkan Fungsu yang megngikuti 100% 100% 100% 0% 0% 100% 0% 100%
tugas dan fungsi pendidikan dan pelatihan
0101 2 06 Administrasi Umum
Perangkat Daerah
0101 2 06| 01 Penyediaan Komponen ii@&?ﬂhiimenman
Instalasi Listrik/ Perlengkapan Gedung 100% 100% 100% 99,90% 99,90% 100% 53,03% 100%
Penerangan Bangunan Badan
Badan
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0101 2 06 | 02 Penyediaan Peralatan dan ‘g,lgr?;h E;t;sg?ggg dan
Perlengkapan Badan Gedung BZdan an
edung yang 100% 100% 100% 100% 100% 100% 51,30% 100%
dibutuhkan
0101 2 06| 03 Penyediaan Peralatan glérg;f:aﬁeézrr']sedlaan
Rumah Tangga 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0 100%
Perlengkapan alat rumah
tangga yang dibutuhkan
01|01 2 06 | 04 Penyediaan Bahan %l:r“nslaéwa};gtne(rjsaendlaan Alat
Logistik Badan - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 53,22% 100%
ketersediaan makanan dan
minuman yang dibutuhkan
HOL 2 08 105 peryedimanarang | Jarih elersediean B
Cetakan dan oo dbutuhean 100% 100% 100% 99,77% 99,77% 100% 49,32% 100%
Penggandaan yang
o1 01 2 06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Jumlah ketersediaan
Tamu kebutuhan fasilitasi o o o 100% 100% o 35,49% o
kunjungan tamu yang 100% 100% 100% 100% 100%
dibutuhkan
01| o1 2 06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Jumlah penyediaan
Koordinasi dan Konsultasi | fasilitasi rapat 100% 100% 100% 99,95% 99,95% 100% 13,59% 100%
SKPD 49koordinasi dan ' ’ '
konsultasi SKPD
01| o1 2 06 | 11 | Dukungan Pelaksanaan Jumlah dokumen
Sistem Pemerintahan dukungan sistem o o o o o o o o
Berbasis Elektronik Pada pemerintahan berbasis 0% 100% 100% 0% 0% 100% 0% 100%
SKPD elektronik pada SKPD
1| 2 07 Pengadaan Barang Milik
Daerah Penunjangan
Urusan Pemerintahan
Daerah
1| 2 07 6 Pengadaan Peralatan dan Jumlah unit peralatan
Mesin Lainnya dan mesin lainnya yang 0% 0% 0% 0% 0% 100% 99,88% 100%
disediakan
0101 2 |08 Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
01| 01 2 08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Jumlah ketersediaan
Menyurat Jasa surat menyurat 100% 100% 100% 95,20% 95,20% 100% 27,50% 100%
yang dibutuhkan
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01| 01 2 08 | 02 | Penyediaan Jasa Jumlah Ii(etersedizand\]asa
ikasi Komunikasi, Sumberdaya air
Romunikast Sumber Daya | an listrik Y 100% 100% 100% 84,19% 84,19% 100% 35,79% 100%
01| 01 2 08 | 04 Penyediaan Jasa Jumlah Penyediaan
Pelayanan Umum Badan j@;i Thihun yang 100% 100% 100% 91,83% 91,83% |  100% 42,35% 100%
ibutuhkan
01| 01 2 09 Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah
01| 01 2 09 | 02 Penyediaan Jasa Jumlah Jasa Service
Pemeliharaan, Biaya yang dibutuhkan
H H 0, 0,
Eemellharliana Pajak dan 100% 100% 100% 97,73% 97,73% |  100% 55,46% 100%
erizinan Kendaraan
Dinas Operasional
01 01 2 09 | 09 | pemeliharaan/Rehabilitasi  Jumlah Pemeliharaan
gedung BaLda}n dan ggdrnhngadan yang 100% 100% 100% 99,88% 99,88% |  100% 0 100%
angunan Lainnya ibutuhkan
01| 01 2 09 | 11 | pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Pemeliharaan
Sarana dan Prasarana Sarana dan Prasarana 100% 100%
Pendukung Gedung Badan | Pendukung Gedung Badan 100% 100% 100% 100% 41,71% 100%
yang diperlukan
2l 2| 01 PROGRAM PENGUATAN
IDEOLOGI PANCASILA
DAN KARAKTER
KEBANGSAAN
21 2| 01 Perumusan Kebijakan
Teknis dan Pemantapan
Pelaksanaan Bidang
Ideologi Pancasila dan
Karakter Kebangsaan
2 2| 01 |03 Pelaksanaan Kebijakan Jumlah Orang yang
dibidang ideologi wawasan Mengikuti Pelaksanaan
kebangsaan, bela negara, [Kebijakan dibidang Ideologi
karakter bangsa, pembauran|WVawasan Kebangsaan, Bela 100% 100%
kebangsaan, bineka tunggal Negara, Karakter Kebangsa, 0 ° 100% 94,35% 94,35% |  100% 4,73% 100%
; Y Pembauran Kebangsaan,
ika dan sejarah kebangsaan Bineka Tunggal Ika dan
Sejarah Kebangsaan
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2 01 PROGRAM
PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN
KETAHANAN
EKONOMI, SOSIAL,
DAN BUDAYA
2| 01 Perumusan Kebijakan
Teknis dan Pemantapan
Pelaksanaan Bidang
Ketahanan Ekonomi, Sosial
dan Budaya
2|01 03 Pelaksanaan kebijakan Jumlah Orang yang
dibidang ideologi ketahanan | Mengikuti Pelaksanaan
Ekonomi, Sosial dan fasilitasi | K€Pijakan di Bidang
Ketahanan Ekonomi,
pencegahan penyalagunaan Sosial, Budaya dan
narkotika, fasilitasi kerukunan | gasilitasi Pencegahan
umat beragama dan Penya'agunaan 100% 100% 100% 99,99% 99,99% 100% 0% 100%
penghayat kepercayaan Narkotika, Fasilitasi
daerah Kerukunan Umat
Beragama dan
Penghayat Kepercayaan
di Daerah
2|01 04 Pelaksanaan kebijakan Jumlah Orang yang
dibidang ideologi ketahanan | Mengikuti Koordinasi di
Ekonomi, Sosial dan fasilitasi | Bidang Ketahanan
h | Ekonomi, Sosial,
pencega an pgnyg agunaan Budaya dan Fasilitasi
narkotika, fasilitasi kerukunan Pencegahan
umat beragama dan Penyalagunaan 100% 100% 100% 82,65% 82,65% 100% 43,31% 100%
penghayat kepercayaan Narkotika, Fasilitasi
Kerukunan Umat
daerah
Beragama dan
Penghayat Kepercayaan
di Daerah
2|01 05 Pelaksanaan Monitoring, Jumlah Laporan Hasil
Evaluasi dan Pelaporan di Monitoring, Evaluasi dan
Bidang Ketahanan Pelaporan di Bidang
Ekonomi, Sosial, Budaya, Ketahanan Ekonomi, Sosial, 100% 100%
dan Fasilitasi Pencegahan Budaya dan Fasilitasi 100% 91,31% 91,31% 100% 0% 100%
Penyalahgunaan Narkotika, Pencegahan Penyalagunaan
Fasilitasi Kerukunan Umat Narkotika, Fasilitasi
Beragama dan Penghayat Kerukunan Umat Beragama

TARUN 2024
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PROGRAM PENINGKATAN
KEWASPADAAN NASIONA
DAN PENINGKATAN
KUALITAS DAN FASILITAS
PENANGANAN KONFLIK

Perumusan Kebijakan
Teknis dan Pelaksanaan
Pemantapan
Kewaspadaan Nasional
dab Penanganan Konflik
Sosial

Pelaksanaan Forum
Koordinasi Pimpinan

Jumlah Dokumen Hasil
Pelaksanaan Forum

asing, kewaspadaan
perbatasan antar negara,
fasilitasi kelembagaan
bidang kewaspadaan,

Kerja Asing dan
Lembaga Asing,
Kewaspadaan
Perbatasan antar

Daerah Koordinasi P|mp|nan 100% 100% 100% 97,68% 97,68% 100% 62,39% 100%
Daerah Kabupaten/Kota
Pelaksanaan Jumlah Laporan Hasil
Monitoring,evaluasi dan Monitoring, Evaluasi dan
pelaporan dibidang Pelaporan di Bidang
kewaspadaan dini, kerja Kewaspadaan Din,
.p - » Kel) Kerja Sama Intelijen,
sama intelijen, Pemantauan Orang
pemantauan orang Asing, Tenaga Kerja
6@ |01 105 asing, tenaga kerja asing | Asing dan Lembaga 100% 100% 100% 91,60% 91,60% |  100% 35,38% 100%
: Asing, Kewaspadaan ' ' '
dan Lembaga asing,
Perbatasan antar
kewaspadaan Negara, Fasilitasi
perbatasan antar negara, Kelembagaan Bidang
fasilitasi kelembagaan Kewaspadaan, serta
bidang kewaspadaan, Penanganan Konflik di
. Daerah
serta penanganan konflik
Pelaksanaan Koordinasi Jumlah Orang yang
dibidang kewaspadaan Mengikuti Koordinasi di
dini, kerjasama intelijen, Bidang Kewaspadaan
N Dini, Kerja Sama
peman auan orang Intelijen, Pemantauan
6 2 01 06 asing, tenaga kerja Orang Asing, Tenaga 100% 100% 100% 87,44% 87,44% 100% 0% 100%
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PROGRAM
PENINGKATAN PERAN
PARTAI POLITIK DAN
LEMBAGA PENDIDIKAN
MELALUI PENDIDIKAN
POLITIK DAN
PENGEMBANGAN ETIKA
SERTA BUDAYA
POLITIK

pemerintahan perwakilan dan
partai politik, pemilihan
umum/pemilihan umum
kepala daerah, serta

pemantauan situasi politik

Kelembagaan Pemerintahan
Perwakilan dan Partai politik
pemilihan umum/Pemilihan
umum Kepala Daerah, serta

pemantauan Situasi Politik

3| 2 01 Perumusan Kebijakan Jumlah Partisipasi Aktif
Teknis dan Pemantapan Masyarakat Dalam
Pelaksanaan Bidang Pemilu (Pilkada, Pileg,
Pendidikan Politik, Etika Pilpres dan Pilkades)
Budaya Politik,
Peningkatan Demokrasi,
Fasilitasi Kelembagaan Jumlah Peserta Yang
Pemerintah, Perwakilan Telah Mengikuti
dan Partai Politik, Kegiatan Pembinaan
Pemilihan Politik
Umum/Pemilihan Umum
Kepala Daerah, Serta
Pemantauan Situasi Politik
3| 2 01 03 Pelaksanaan Kebijakan Jumlah orang yang mengikuti
di_bidang pendidil_<_an politik, pelaksanaan kebijakan
etika budaya politik, dibidang pendidikan politik,
peningkatan demokrasi, etka  budaya  politi,
faS|I|ta§| k(:llembagaa;l peningkatan demokrasi,
pemerintahan perwakilan fasilitasi kelembagaan
dan partai politik, pemilihan pemerintahan penNa?dIanlOO% 100% 100% 99,86% 99,86% 100% 14,55% 100%
umum/pemilihan umum dan partai politik, pemilihan
kepala daerah_, serta umum/pemilihan umum
pemantauan situasi politik kepala daerah serta
didaerah pemantauan situasi politik]
didaerah
3| 2 01 |05 Pelaksanaan Kebijakan Jumlah Laporan  Hasil
dibidang pendidikan politik, monitoring, ~ evaluasi  dan
etika budaya politik, pelaporan _ dibidang
peningkatan demokrasi pendidikan  politik, etikal
tsilitasi kelemb ' budaya politik, peningkatan
asfiitasi kelembagaan demokrasi, fasilitasi100% 100% 100% 62,88% 62,88% 100% 0% 100%
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PROGRAM
PEMBERDAYAAN DAN
PENGAWASAN
ORGANISASI
KEMASYARAKATAN

Perumusan Kebijakan
teknis dan pemantapan
pelaksanaan bidang
pemberdayaan dan
pengawasan organisasi
masyarakat

Pelaksanaan
Kebijakan di Bidang
Pendaftaran Ormas,
Pemberdayaan
Ormas, Evaluasi dan
Mediasi Sengketa
Ormas, Pengawasan
Ormas dan Ormas
Asing di Daerah

Jumlah orang yang
mengikuti pelaksanaan
kebijakan dibidang
pendaftaran ormas,
pemberdayaan ormas,
Evaluasi dan mediasi
Sengketa Ormas,
Pengawasan Ormas dan
Ormas Asing

100%

100%

100%

99,62%

99,62%

100%

0%

100%
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2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kesbangpol

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9
tahun 2016 Pasal 3 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Purwakarta maka diterbitkan Peraturan Daerah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan,
Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta.

Dalam peraturan tersebut, disebutkan bahwa Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik berkedudukan sebagai unsur penunjang otonomi
daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah. Dimana susunan Organisasi Badan, terdiri atas:

a. Kepala Badan

(o

. Kasubbag Tata Usaha

c. Seksi ldeologi Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi
Sosial, Budaya, Agama

d. Seksi Politik dalam Negri dan Organisasi Kemasyarakatan

e. Seksi Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

Adapun tugas pokok, fungsi dan uraian tugas masing jabatan
adalah:

(1 Kepala Badan
Kepala Badan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam
menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dibidang kesatuan
bangsa dan politik yang menjadi kewenangan daerah dan tugas
pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Untuk melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang hubungan antar lembaga
dan bidang kesatuan bangsa;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan antar lembaga
dan bidang kesatuan bangsa;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang hubungan
antar lembaga dan bidang kesatuan bangsa;

d. pelaksanaan administrasi Badan sesuai dengan lingkup
tugasnya; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait
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dengan tugas dan fungsinya.

merumuskan perencanaan kerja Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun
sebelumnya dan sesuai peraturan perundang-undangan
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

merumuskan Rencana Anggaran Satuan Kerja Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik;

memantau, membina, dan mengawasi serta mengevaluasi
pelaksanaan tugas dalam lingkup Badan;

mengarahkan bawahan dalam melaksanakan pekerjaan
berdasarkan tugas pokok dan fungsi agar pekerjaan dapat
berjalan lancar;

mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Badan kepada
setiap SKPD yang terkait untuk mendapatkan masukan,
informasi agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja
bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah
dinas sesuai dengan peraturan tata naskah dinas yang

berlaku;

. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan
pengembangan pengelolaan administrasi umum,
ketatalaksanaan, kepegawaian, perencanaan, keuangan,

perlengkapan dan peralatan;

merumuskan kebijakan di bidang hubungan antar lembaga
yang meliputi kelembagaan partai politik dan hubungan
organisasi kemasyarakatan;

merumuskan kebijakan dibidang kesatuan bangsa yang
meliputi pembauran dan wawasan kebangsaan,;
mengoordinasikan pengkajian dan perumusan kebijakan
teknis operasional untuk pelaksanaan kewenangan Daerah
di bidang Kesatuan bangsa dan politik;

melaksanakan pelayanan penunjang
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Kesatuan

bangsa dan politik;
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S.

melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan operasional
bidang kesatuan bangsa dan politik;

menerima dan menindak lanjuti informasi serta data dalam
lingkup Badan Kesatuan bangsa dan politik ;
menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan
kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, dan
lembaga lainnya dalam rangka penyelenggaraan urusan
bidang kesatuan bangsa dan politik;

menilai hasil kerja pegawai aparatur sipil negara dalam
lingkungan Badan;

menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Badan
dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan
sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan

atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Tata Usaha

Melaksanakan Koordinasi Kegiatan Penyusunan Program dan

Pelaporan Serta Memberikan Pelayanan Administrasi Umum,

Kepegawaian, Hukum, Keuangan Dalam Lingkungan Badan.

o o®

© oo

™

- op

.

Pengelola Program dan Laporan

Bendahara

Pengelola Keuangan

Analisis Program Keuangan dan Pelaporan
Pengelola Kepegawaian

Analisis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan
Pengadministrasi Persuratan

Pranata Kearsipan

Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah

Pengadministrasi Umum

k. Administrasi Sarana dan Prasarana

Pengelola Gaiji

(3) Seksi ldeologi Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial,

Budaya, Agama

Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela

Negara, Karakter Kebangsaan, Pembauran Kebangsaan, Bineka

22 | KABUPATEN PURWAKARTA

TARUN 2024



Tun

a
b.

e

A

(4) Sek

ggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

. Pengadministrasi Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
Analisis Wawasan Kebangsaan

Pengelola Wawasan Kebangsaan

Pengadministrasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan
Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama

Analisis Perlindungan Sumber Daya

Pengelola Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama

si Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan

Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya

Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintah,

Perwakilan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala

Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

e T P

o

(5) Sek

Analisis Politik Dalam Negeri
Pengelola Monitoring dan Evaluasi
Pengadministrasi Umum

Analisis Organisasi Kemasyarakatan

Pengelola Organisasi Kemasyarakatan

si Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama

Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga

Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan

Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah

e T o

o

Analisis Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat
Pengelola Data Intelijen

Pengadministrasi Umum

Pengelola Penanganan Konflik

Penyuluh Penanganan Konflik

Indikator kinerja pelayanan berdasar pada tugas pokok dan
fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang telah tertuang
dalam Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Tahun 2018-2024. Capaian kinerja pelayanan dapat dilihat

dalam tabel sebagai berikut:
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Tabel T.C 30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta

No

Indikator Kinerja
Sesuai Tugas dan
Fungsi Perangkat

Daerah

Target
NSPK

Target
IKK

Target
Indikator
Lainnya

Target Renstra Perangkat Daerah

Tahun Ke-

Realisasi Capaian Tahun Ke-

Rasio Capaian Pada Tahun Ke-

2022

2023 | 2024

2025

2022 2023 | 2024 | 2025

2022

2023

2024

2025

2

5

6

7 8

9

10 11 12 13

14

15

16

17

Tingkat peserta
pembinaan
Ideologi Wawasan
Kebangsaan, Bela
Negara, Karakter
Bangsa,
Pembauran
Kebangsaan,
Bineka Tunggal
Ika dan Sejarah
Kebangsaan

Persen

100,00

100,00 | 100,00

100,00

100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Persentase
Partisipasi
Masyarakat Dalam
Pemilu (Pilkada,
Pileg, Pilpres dan
Pilkades)

Persen

100,00

100,00 | 100,00

100,00

100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Tingkat peserta
pembinaan
kegiatan politik

Persen

100,00

100,00 | 100,00

100,00

100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Persentase Ormas
yang
menyampaikan
laporan kegiatan

Persen

100,00

100,00 | 100,00

100,00

100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Tingkat peserta
pembinaan
Pencegahan
Penyalagunaan

Persen

100,00

100,00 | 100,00

100,00

100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00

100,00

100,00

100,00

100,00




Narkotika,
Fasilitasi
Kerukunan Umat
Beragama dan
Penghayat
Kepercayaan di
Daerah yang
dilaksanakan

Tingkat

penyelesaian Persen | 100 100 100 100 100 100 100 100 1,00 1,00 1,00 1,00
konflik sosial

Indeks kepuasan Predikat | Baik Baik |Baik |Baik |Bak |Bak |Bak |Bak |Bak |Baik |Bak |Baik
masyarakat

Indeks Kerukunan Persen |7098 6927 |727 |74.45 |7098 |6927 |727 |7445 |070 |069 |072 |074

Umat Beragama
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2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik menghadapi beberapa isu-isu penting
sebagai berikut:

1) Tingkat pelayanan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
masih rendah, sebagai akibat dari adanya keterbatasan
jumlah Sumber Daya Manusia dan sarana prasarana.

2) Kurangnya tenaga profesional yang paham dalam bidang
tupoksi Badan Kesatuan Bangsa dan politik.

3) Kurangnya pemahaman dan implementasi ideologi Pancasila
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
sehingga menimbulkan :

1. Menurunnya rasa nasionalisme, patriotisme, dan
cinta tanah air.

2. Menyebarnyaideologi / faham yang bertentangan
dengan ideologi Pancasila

Meningkatnya radikalisme

Intoleransi antar agama

Separatisme dan Terorisme

Konflik SARA

Tergerusnya karakter / jatidiri bangsa dan kearifan lokal

© N o g M~ w

Masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan
nilai-nilai budaya Indonesia
9. Pengaruh negatif globalisasi dan kecanggihan
teknologi telekomunikasi / keterbukaan mengakses
informasi yang tidak di imbangi kemampuan
menangkal atau meng-conter informasi negatif tsb.
4) Belum optimalnya sinergisitas dan koordinasi antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

5) Tingginya kuantitas keberadaaan kelompok masyarakat
dalam berserikat dan berkumpul yang diwadahi melalui
organisasi kemasyarakatan (Ormas) yang belum dapat
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diimbangi dengan kualitas keberdayaan Ormas yang baik,
sehingga memunculkan kondisi/aktivitas Ormas yang kurang
produktiffcenderung melanggar peraturan perundang-

undangan.

6) Penguatan peran dan fungsi organisasi kemasyarakatan
(Ormas) sebagai mitra dan media komunikasi sosial dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang politik dan
pemerintahan umum.

7)  Berkembangnya gangguan penyakit masyarakat khususnya
penyalahgunaan narkotika dikarenakan belum optimalnya
penanganan gangguan penyakit masyarakat khususnya
pemberantasan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika.

Kurangnya pengetahuan, pemahaman dan implementasi dibidang politik
bagi kader anggota partai politik dan masyarakat, pemilih pemula,
perempuan dan kaum marjinal

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.

Berikut review terhadap rancangan awal RKPD Badan KesatuanBangsa
dan Politik:
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BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PURWAKARTA

(Tabel T.C.31)

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024

RANCANGAN AWAL RKPD

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

NO CATATAN
PENTING
INDIKATOR TARGET PAGU INDIKATOR TARGET
PROGRAM/ KEGIATAN LOKASI KINERJA CAPAIAN INDIKATIE PROGRAM/ KEGIATAN LOKASI KINERJA CAPAIAN KEBUTUHAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Koot AN BANGSA DAN 9.709.398.223 9.709.398.223
PROGRAM PENGUATAN PROGRAM PENGUATAN
IDEOLOGI PANCASILA DAN 350.000.000 | IDEOLOGI PANCASILA DAN 350.000.000
KARAKTER KEBANGSAAN KARAKTER KEBANGSAAN
ss;uglrf::tgﬁﬁ#akan Teknis Perumusan Kebijakan Teknis dan
: . . pemantapan pelaksanaan Bidang
gg:gas;?:zgf;g;r;?(tlgreolog| Purwakarta 350.000.000 ideologi Pancasila dan Karakter Purwakarta 350.000.000
Kebangsaan Kebangsaan
Jumlah Peserta Jumlah  Pesertd
Pelaksanaan Kebiiakan di Pembinaan Ideologi Pembinaan
Bidang Ideolo iWJawasan Wawasan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasal
Kebar?gsaan gBeIa Negara Kebangsaan, Bela Ideologi Wawasan Kebangsaan, Kebangsaan, Bel: Orang
’ ’ Negara, Karakter Orang Bela Negara, Karakter Bangsa, Negara, Karakte
gg?gf&gﬁ?&nbg;?asnéan Purwakarta Bangsa Pembauran 350.000.000 Pembauran Kebangsaan, Bineka Purwakarta Bangsa 350.000.000
Bineka Tunaoal Ikagdan ’ Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Pembauran
. 99 Tunggal lka dan Kebangsaan Kebangsaan,
Sejarah Kebangsaan :
Sejarah Kebangsaan Bineka  Tungga
lka dan Sejaral
Kebangsaan
i ivation PROGRAM PENINGKATAN
DAN LEMBAGA PERAN PARTAI POLITIK DAN
LEMBAGA PENDIDIKAN
PENDIDIKAN MELALUI Purwakarta 3.170.763.489 Purwakarta 3.170.763.489
PENDIDIKAN POLITIK DAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK
PENGEMBANGAN ETIKA DAN PENGEMBANGAN ETIKA
SERTA BUDAYA POLITIK SERTA BUDAYA POLITIK
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Perumusan Kebijakan Teknis
Dan Pemantapan
Pelaksanaan Bidang
Pendidikan Politik, Etika
Budaya Politik, Peningkatan

Perumusan Kebijakan Teknis Dan
Pemantapan Pelaksanaan Bidang
Pendidikan Politik, Etika Budaya
Politik, Peningkatan Demokrasi,
Fasilitasi Kelembagaan

Pemberdayaan dan
Pengawasan Organisasi
Kemasyarakatan

Pemberdayaan dan Pengawasan
Organisasi Kemasyarakatan

Eg:’g;lg:;;aia;gﬁa;imahan Purwakarta 3.170.763.489 Peme_rintqhan, Per_v_vakilan dan Purwakarta 1.664.987.691
Perwakilan dan Partai Politik, Partai POImI.('. Pemilihan
Pemilihan Umum/Pemilihan ’ Umum/Pemilihan Umum Kepf”"a .
Daerah, serta Pemantauan Situasi

Umum Kepala Daerah, serta Politik
Pemantauan Situasi Politik
Pelaksanaan Kebijakan Teknis Jumlah  orang yang
Di Bidang Pendidikan Politik, mengikuti  pelaksanaan| Pelaksanaan Kebijakan Teknis Di Jumlah orang yang
Etika Budaya Politik, kebijakan dibidang Bidang Pendidikan Politik, Etika mengikuti  pelaksanaan
Peningkatan Demokrasi, pendidikan politik, etika Budaya Politik, Peningkatan kebijakan dibidang
Fasilitasi Kelembagaan budaya politik, 5 Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan pendidikan  politik, etika Oran
Pemerintahan, Perwakilan dan Purwakarta | peningkatan demokrasi, 9 3.070.763.489 | Pemerintahan, Perwakilan dan Purwakarta | budaya politik, 9 3.070.763.489
Partai Politik, Pemilihan fasilitasi  kelembagaan Partai Politik, Pemilihan peningkatan  demokrasi,
Umum/Pemilihan Umum pemerintahan perwakilan Umum/Pemilihan Umum Kepala fasilitasi kelembagaan
Kepala Daerah, Serta dan  partai politik, Daerah, Serta Pemantauan Situasi pemerintahan  perwakilan
Pemantauan Situasi Politik di pemilihan Politik di Daerah dan partai politik,
Daerah umum/pemilihan  umum pemilihan umum/pemilihan

kepala daerah, serta umum  kepala e|a.erahz

pemantauan situasi serta pemantauan situasi

politik didaerah politik didaerah
Pelaksanaan Monitoring, Jumlah Laporan Hasil .
Evaluasi dan Pelaporan di monitoring,  evaluasi Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi Jumlah ~ Laporan  Hasil
Bidang Pendidikan Politik, dan pelaporan dibidang dan Pelaporan di Bidang monitoring, evalua_3|_ dan
Etika Budaya Politik, pendidikan politik, etika Pendidikan Politik, Etika Budaya pelaporan _dibidang
Peningkatan Demokrasi, budaya politik, 100.000.000 Politlik, PeniTgk?)tan Demokrasi, Eﬁgg;j;kan politik, pgltiltli(lfl
Fasilitasi Kelembagaan peningkatan demokrasi, Laporan R Fasilitasi Kelembagaan ¢ N Laporan
Pemerintahan, Perwakilan dan | FUWaKaMa | ¢ dilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Purwakarta | peningkatan  demokrasi, 100.000.000
Partai Politik, Pemilihan Pemerintahan Partai Politik, Pemilihan fasilitasi ~ Kelembagaan
Umum/Pemilihan Umum Perwakilan dan Partai Umum/Pemilihan Umum Kepala Pemerintahan Perwakilan
Kepala Daerah, Serta politik pemilihan Daerah, Serta Pemantauan Situasi dan ~ Partai politik
Pemantauan Situasi Politik di umum/Pemilihan umum Politik di Daerah pemilinan
Daerah Kepala Daerah, serta umum/Pemilihan  umum

pemantauan  Situasi Kepala Daerah, - serta

Politik didaerah pemantauan Situasi Politik

didaerah
PROGRAM
PEMBERDAYAAN DAN giﬁ%REﬁ]'\é:\E/XgEEDAYAAN
PENGAWASAN Purwakarta 250.000.000 Purwakarta 250.000.000
ORGANISASI

ORGANISASI KEMASYARAKATAN
KEMASYARAKATAN
Perumusan Kebijakan Teknis
dan Pemantapan Perumusan Kebijakan Teknis dan
Pelaksanaan Bidang Purwakarta 250.000.000 Pemantapan Pelaksanaan Bidang Purwakarta 250.000.000
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Pelaksanaan Kebijakan
dibidang Pendaftaran Ormas,

Jumlah orang yang
mengikuti

Pelaksanaan Kebijakan dibidang

Jumlah orang yang
mengikuti pelaksanaan

Evaluasi dan Mediasi Purwakarta foidang p 250.000.000 | Ormas, Evaluasi dan Mediasi Purwakarta P ! 250.000.000
ormas, pemberdayaan pemberdayaan ormas,
Sengketa Ormas, Pengawasan - Sengketa Ormas, Pengawasan : o
: . ormas, Evaluasi dan . - Evaluasi dan mediasi
Ormas dan Ormas Asing di o Ormas dan Ormas Asing di Daerah Sengketa Orm
Daerah mediasi Sengketa engketa as,
Ormas, Pengawasan Pengawasan Ormas
Ormas dan Ormas dan Ormas Asing
Asing
PROGRAM PEMBINAAN 500.000.000 | PROGRAM PEMBINAAN DAN 500.000.000
DAN PENGEMBANGAN PENGEMBANGAN KETAHANAN
KETAHANAN EKONOMI, Purwakarta EKONOMI, SOSIAL, DAN Purwakarta
SOSIAL, DAN BUDAYA BUDAYA
Perumusan Kebijakan Teknis - :
Dan Pemantapan 500.000.000 II;erumusan K;b:jakkan Teknés_dDan 500.000.000
Pelaksanaan Bidang Purwakarta emantapan Pelaksanaan Bidang Purwakarta
2 . Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan
Ketahanan Ekonomi, Sosial
Budaya
Dan Budaya
Pelaksanaan Kebijakan di Jumlah  Orang yang Jumlah Orang yang
Bidang Ketahanan Ekonomi, Mengikuti Pelaksanaan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Mengikuti Pelaksanaan
Sosial, Budaya dan Fasilitasi Kebijakan ~di  Bidang Orang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Kebijakan di Bidang Orang
Pencegahan Penyalagunaan Ketahanan Ekonomi, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Ketahanan Ekonomi,
Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Purwakarta Sosial, Budaya dan 100.000.000 Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Purwakarta Sosial, Budaya dan 100.000.000
Umat Beragama dan Fasilitasi Pencegahan Kerukunan Umat Beragama dan Fasilitasi Pencegahan
Penghayat Kepercayaan di Penyalagunaan Penghayat Kepercayaan di Daerah Penyalagunaan Narkotika,
Daerah Narkotika, Fasilitasi Fasilitasi Kerukunan Umat
Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat
Beragama dan Kepercayaan di Daerah
Penghayat Kepercayaan
di Daerah
Pelaksanaan Koordinasi, Jumlah Orang yang \lzﬂuggﬂu%rliggr}éﬂgsi di
Evaluasi dan Pelaporan di Mengikuti Koordinasi Pelaksanaan Koordinasi, Evaluasi Bidang Ketahanan Ekonomi,
Bidang Ketahanan Ekonomi, di Bidang Ketahanan dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Sosial, Budaya dan Fasilitasi
Sosial, Budaya dan Fasilitasi Ekonomi, Sosial, Oran Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pencegahan Orang
Pencegahan Penyalagunaan Purwakarta | Budaya dan Fasilitasi 9 50.000.000 | Fasilitasi Pencegahan Purwakarta | Penyalagunaan Narkotika, 50.000.000

Narkotika, Fasilitasi Kerukunan
Umat Beragama dan
Penghayat Kepercayaan di
Daerah

Pencegahan
Penyalagunaan
Narkotika, Fasilitasi
Kerukunan Umat
Beragama dan
Penghayat
Kepercayaan di
Daerah

Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi
Kerukunan Umat Beragama dan
Penghayat Kepercayaan di Daerah

Fasilitasi Kerukunan Umat
Beragama dan Penghayat
Kepercayaan di Daerah
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Pelaksanaan Monitoring,

Jumlah Laporan Hasil

Jumlah Laporan Hasil
Monitoring, Evaluasi dan

. . Monitoring, Evaluasi Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi Pelaporan di Bidan
g?ﬂﬂgig?;hzﬁ;pgmgh de_an Pelaporan di dan Pela_tporar_] di Bidang Ketahanan Ketaﬁanan Ekonon?i, Sosial,
Sosial, Budaya dan Fasilitas’i Bidang . Ketahaqan Laporan Eko‘n‘om!, Sosial, Budaya dan Budaya dan Fasilitasi Laporan
Penceb]ahan Penyalagunaan Purwakarta | Ekonomi, Sosial, 350.000.000 | Fasilitasi Pencegahan Purwakarta | Pencegahan ) 350.000.000
- - e Budaya dan Fasilitasi Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Penyalagunaan Narkotika,
Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Pencegahan Kerukunan Umat Beragama dan Fasilitasi Kerukunan Umat
gg\athiezgama dan Penyalagunaan Penghayat Eeragama dar&_Psnghe;]yat
gnay Narkotika, Fasilitasi eépercayaan di Laera
Kerukunan Umat
Beragama dan
Penghayat
Kepercayaan di
Daerah
PROGRAM PENINGKATAN PROGRAM PENINGKATAN
KEWASPADAAN NASIONAL KEWASPADAAN NASIONAL DAN
DAN PENINGKATAN PENINGKATAN KUALITAS DAN
KUALITAS DAN FASILITAS| | uwakara 1:350.000.000 I x5 ITASI PENANGANAN Purwakarta
PENANGANAN KONFLIK KONFLIK SOSIAL
SOSIAL 1.350.000.000
Perumusan Kebijakan Teknis Perumusan Kebijakan Teknis dan
dan Pelaksanaan Purwakarta 1.350.000.000 Pelaksanaan Pemantapan Purwakarta
Pemantapan Kewaspadaan Kewaspadaan Nasional dan
Nasional dan Penanganan Penanganan Konflik Sosial
Konflik Sosial 1.350.000.000
Jumlah Orang yang
L Jumlah Orang yang i T
Eﬂgﬁza&'z\?vgsﬁ%%rg;”nagiﬁi' I\/_Iengikuti Koordinasi Pelaksanaan Kopr_dinas_i di Bidang Eﬂiﬁgﬂg‘ﬁgm‘;gﬂﬁndbini,
Kerjasama Intelijen ’ di Blda_n_g Kew_z?\spadaan Dini, Kerjasama Kerja Sama Intelijen,
Pemantauan Orang’ Asing Kevyaspadaan Plnl, Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Pemantauan Orang Asing,
Tenaoa Keria Asing dan ' Kerja Sama Intelijen, Oran ITenaga Kerja Asing dan Lembaga Tenaga Kerja Asing dan Oran
9 ! 9 Purwakarta Pemantauan Orang 9 150.000.000 IAsing, Kewaspadaan Perbatasan Purwakarta Lembaga Asing, 9 150.000.000

Lembaga Asing, Kewaspadaan
Perbatasan Antar Negara,
Fasilitasi Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik di Daerah

Asing, Tenaga Kerja
Asing dan Lembaga
Asing, Kewaspadaan
Perbatasan antar
Negara, Fasilitasi
Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik
di Daerah

)Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan
Bidang Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik di Daerah

Kewaspadaan Perbatasan
antar Negara, Fasilitasi
Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik di
Daerah
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Pelaksanaan Monitoring, : Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Jumlah Laporan Hasil
Evaluasi dan Pelaporan di \Ia/tljoﬂli?:rithorg\r/]a?u?sl: Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Monitoring, Evaluasi dan
Bidang Kewaspadaan Dini, dan Pelaylporan di 500.000.000 Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Pelaporan di Bidang 500.000.000
Kerjasama Intelijen, purwakarta Bidang Laporan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan |prwakarta Kewaspadaan Dini, Kerja Laporan
Pemantauan Orang Asing, Kewaspadaan Dini Lembaga Asing, Kewaspadaan Sama Intelijen, )
Tenaga Kerja Asing dan Kerja Sama Intelijen’ Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Pemantauan Orqng Asing,
Lembaga Asing, Kewaspadaan Pemantauan Orangi Kelembagaan Bidang Tenaga Kerja Asing dan
Perbatasan Antar Negara, Asing, Tenaga Kerja Lembaga Asing,
Fasilitasi Kelembagaan Bidang Asing’ dan Lembaga Kewaspadaan Per_b_ata_san
Asing, Kewaspadaan antar Negara, Fé_13|llta5|
' Kelembagaan Bidang
Perbatasan antar Kewaspadaan, serta
Negara, Fas_lllta3| Penanganan Konflik di
Kelembagaan Bidang Daerah
Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik
di Daerah
ﬂum'||a|r3] IIDokkumen Jumlah Dokumen Hasil
Pelaksanaan Forum Pimpinan asil Pelaksanaan Pelaksanaan Forum Pimpinan Daerah Pelaksanaan Forum
Daerah Kabupaten/Kota Purwakarta Forum Koordinasi Dokumen [700.000.000 Kabupaten/Kota Purwakarta Koordinasi Pimpinan Dokumen [700.000.000
Pimpinan Daerah Daerah Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
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PROGRAM PENUNJANG

PROGRAM PENUNJANG

URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN Purwakarta 9.840.404.922
DAERAH Purwakarta 9.840.404.922 DAERAH
. 50.000.000 . 50.000.000
Perencanaan dan Evaluasi Purwakarta Perencanaan dan Evaluasi Purwakarta
Kinerja Perangkat Daerah Kinerja Perangkat Daerah
Penyusuna Jumlah Dokumen b Dok Jumlah Dokumen
Dokumen Purwakarta | Perencanaan enyusuna bokumen Purwakarta | Perencanaan Dokumen
Perencanaan Perangkat Daerah | pokumen| ~10.000.000 Perencanaan Perangkat Perangkat Daerah 10.000.000
Perangkat Daerah Daerah
Koordinasi dan Koordinasi dan
Penyusunan Laporan Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Jumlah Dokumen
Purwakarta | RKA-SKPD dan Ikhtisar Realisasi Purwakarta EKA-SKI?_ID di’in Dokumen
; feaai ; L aporan Hasi
Ikhtisar Realisasi Laporan Hasil Dokumen|  10.000.000 Kinerja SKPD P 10.000.000
Kinerja SKPD
Koordinasi dan Burwakarta Koordinasi dan Penyusunan Purwakart
Penyusunan DPA SKPD Jumlah Dokumen DPA- DPA SKPD urwakarta - \5ymiah Dokumen DPA-
SKPD dan Laporan Hasil Dokumen 10.000.000 SKPD dan Laporan Hasil Dokumen 10.000.000
Koordinasi Penyusunan purwakarta | Umlah Dokumen RKA- Koordinasi Penyusunan burwakarta umlah Dokumen RKA-
Laporan Capaian Kinerja SKPD dan Laporan Laporan Capaian SKPD dan Laporan
i icaci Hasil Koordinasi Laporan 10.000.000 T . Hasil Koordinasi Laporan 10.000.000
dan Ikhtisar Realisasi A Dok Kinerja dan Ikhtisar Penyusunan Dokumen
Kinerja SKPD R?QXH?QSB okumen Realisasi Kinerja SKPD RKA-SKPD
Evaluasi Kinerja Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Jumlah Laporan
Perangkat Daerah Purwakarta | Evaluasi Kinerja Laporan 10.000.000 Perangkat Daerah Puwakarta | Evaluasi Kinerja Laporan 10.000.000
Perangkat Daérah
Perangkat Daerah
ﬁglr:;;‘;s;;aSI Purwakarta 1.805.936.070 | Administrasi Keuangan Purwakarta 1.805.936.070
. - Jumlah Orang yan . - Jumlah Orang yan
Penyediaan Gaji dan y _rTI_1en_erima %gﬁjang Orang/Bul Penyediaan Gaji dan Puwakarta | menerima Gc’:(‘\gji)élang Orang/Bul
i Purwakarta unjangan j i
Tunjangan ASN jang an 1.765.936.070 | Tunjangan ASN Tunjangan ASN an 1.765.936.070
Jumlah Laporan
. . Keuangan Akhir Tahun . . Jumlah Laporan
I;oordlnaa daC aKP'PKdandLapo'ran l;oord|na5| daC Keuangan Akhir
enyusunan Laporan asil Koordinasi enyusunan Laporan Purwakarta
Y > Purwakarta | Penyusunan Laporan | Laporan | 10.000.000 Y n Tahun SKPD dan Laporan | 10.000.000

Akhir Tahun SKPD

Keuangan Akhir Tahun
SKPD

Akhir Tahun SKPD

Laporan Hasil
Koordinasi
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Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir
Tahun SKPD

Koordinasi dan

Jumlah Dokumen
Koordinasi dan

Koordinasi dan

Jumlah Dokumen
Koordinasi dan

Pelaksanaan ; Dokumen Pelaksanaan Akuntansi . Dokumen
Akuntansi SKPD Skpp o Aluntan 10.000.000 | sKPD Pelaksanaan Akuntansi 10.000.000
SKPD
PengelOIaan dan Jumlah Dokumen Bahan Penagelolaan dan Jumiah Dokumen
Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Dok 10.000.000 p o Bah Bahan Tanggapan Dok 10.000.000
Tanggapan dan deak Lanjut okumen . . enylapan bahan " P?menksaan dan okumen . .
Pemeriksaan Pemeriksaan Tanggapan Pemeriksaan deak_ Lanjut
Pemeriksaan
Jumlah Laporan
. . Jumlah Laporan . . K
Koordinasi dan Keuanganp Koordinasi dan enandan
. Bulanan/Triwulan/Sem
Penyusunan Laporan Bulanan/Triwulan/Semest Penyusunan Laporan esteran SKPD dan
K eran SKPD dan Laporan L K o L
euangan . Koordinasi Penyusunan aporan 10.000.000 euangan . Laporan Koordinasi aporan 10.000.000
Bulangan/Triwulan/Se Laporan Keuangan VUL Bulangan/Triwulan/Semes Penyusunan Laporan s
mesteran SKPD E“'a“i”/ Trg"((“PaD”/ teran SKPD Keuangan Bulanan/
emesteran Triwulan/ Semesteran
SKPD
Administrasi Barang Administrasi Barang
Milik Daerah Pada Milik Daerah Pada
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
I o I Jumlah
Rekonsiliasi dan éumlgh Rekonsiliasi Rekonsiliasi dan Rekonsiliasi dan
Penyusunan Laporan LgnorgRyBu;ruar%n Penyusunan Laporan Penyusunan
Barang Milik Daerah Milik Daerah pada Laporan 10.000.000 Barang Milik Daerah Pada Laporan Barang Laporan 10.000.000
Pada SKPD SKPD SKPD Milik Daerah pada
SKPD
Administrasi Administrasi
Kepegawaian Kepegawaian Perangkat
Perangkat Daerah Daerah
Pengadaan Pakaian Jumlah Paket Pakaian Pengadaan Pakaian Jumlah Paket
Dinas Beserta Atribut Eirllas Beserta Atribut |  Paket 80.000.000 | Dinas Beserta Atribut gz::‘r?;‘ ADtIrnk?St Paket 80.000.000
elengkapanya ibu
Kelengkapannya Kelengkapannya Kelengkapanya
Pendataan dan Jumlah Dokumen
lah Dokumen
Pendataan dan 10.000.000 | Pendataan dan Jum 10.000.000
Pengelolaan Pengolahan Dokumen Pengelolaan Administrasi Pendataan dan | Dokumen
Administrasi Administrasi Kepegawaian Pengolahan Administrasi
Kepegawaian Kepegawaian Peg Kepegawaian
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Pendidikan dan Pelatihan

Jumlah Pegawai
Berdasarkan Tugas

Pendidikan dan Pelatihan

Jumlah Pegawai
Berdasarkan Tugas

Pegawai Berdasarkan dan Fungsu yang Orang 50.00.000 Pegawai Berdasarkan dan Fungsu yang Orang 50.00.000
Tugas dan Fungsi g“aennggj‘;?iﬁaer?d' ikan Tugas dan Fungsi mengikuti pendidikan
dan pelatihan
Administrasi Umum Administrasi Umum
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
Jumlah Paket
Penyediaan iJ(umIah Paklet alasi Penyediaan Komponen Komponen
i omponen Instalasi ; ;
Klom.ponen Instalasi ListriE/Penerangan Paket 50.000.000 |r?ste-1|as| Instalasi Paket 50.000.000
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Listrik/Penerangan Listrik/Penerangan
Bangunan Badan yang Disediakan Bangunan Badan Bangunan Kantor
yang Disediakan
Jumlah Paket
Jumlah Paket Paket Paket
Penyediaan Peralatan Peralatan dan 50.000.000 Penvediaan Peral Peralatan dan 50.000.000
dan Perlengkapan Perlengkapan Kantor| enyediaan Peralatan Perlengkapan
K yang Disediakan dan Perlengkapan Kantor Kantor yang
antor allto
Disediakan
b di Peralat \I]Dumliarg PaFlget H b di Peralatan R h Jumlah Paket
enyediaan Peralatan eralatan Rumal enyediaan Peralatan Ruma Peralatan Rumah
20.000.000 20.000.000
Rumah Tangga B?sneg ngyaanng Paket Tangga T.angga yang Paket
Disediakan
Jumlah Paket Bahan Jumiah Pal.<et'
Logistik Kantor yang Bahan Logistik
Penyediaan Bahan Logistik disediakan Paket 150.000.000 |Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang Paket | 150.000.000
disediakan
q Jumlah Paket Jumlah Paket
Penyediaan Barang Barang Cetakan dan ; Barang Cetakan
Penyediaan Barang Cetakan 9
Cetakan dan Pengadaan yang Paket | 100.000.000 dans,genggandaang dan Pengadaan Paket | 100.000.000
Penggandaan yang Disediakan
Jumlah Laporan Jumlah Laporan
o _ Fasilitasi Kunjungan o _ Fasilitasi
Fasilitasi Kunjungan Tamu Tamu Paket 50.000.000 |Fasilitasi Kunjungan Tamu Kunjungan Tamu Paket 50.000.000
Penyediaan Rapat ‘|]3umlar|] Laporan gumlaT -aporan
enyelenggaraan ; Mg enyelenggaraan
Koordinasi dan Konsultasi Rapat Koordinasi Penyediaan Rapat Koordinasi Rapat Koordinasi
SKPD dan Konsultasi Laporan | 150.000.000 dan Konsultasi SKPD dan Konsultasi Laporan | 150.000.000

SKPD

SKPD
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Jumlah Dokumen
Dukungan Pelaksanaan

Terfasilitasinya
Pelaksanaan
Sistem

Jumlah Dokumen Dukungan
Pelaksanaan Sistem

Terfasilitasinya
Pelaksanaan Sistem

Sistem Pemerintahan : Dokumen | 50.000.000 . . Pemerintahan Dokumen | 50.000.000
Berbasis Elektronik pada Pemerintahan Plerlrgenn.tlilhan Berbasis . )
SKPD EgcrjtéaglépE[I)ektromk Elektronik pada Berbasis Elektronik
Pengadaan Barang Milik
Daerah Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah
Jumlah Unit Jumlah Unit
Pengadaan Kendaraan Eepdrarnaann Din Pengadaan Kendaraan Kendaraan
Perorangan Dinas Atau a&g ,?egg‘araanas unit 200.000.000 |Perorangan Dinas Atau Perorangan Dinas unit 200.000.000
Kendaraan Dinas Jabatan Dinas Jabatan yang Kendaraan Dinas Jabatan atau Kendaraan
Disediakan Dinas Jabatan
yang Disediakan
bengadaan Kend Jumlah Unit Jumlah Unit
engadaan Kenaaraan Kendaraan Dinas i Kendaraan Dinas
Dinas Operasional atau Operasional atau unit 150.000.000 | cngadaan Kendaraan Dinas Operasional atau unit 150.000.000
Lapangan yang OperaS|onaI atau Lapangan
Lapangan Disediakari Lapangan yang
Disediakan
Jumlah Paket
Pengadaan Mebel Jan Diceekomebel | ynit | 100.000.000 |Pengadaan Mebel Mebel yang unit | 100.000.000
Disediakan
Jumlah Unit ) Jumlah Unit
Pengadagn Peralatan dan Egirr,]arll?/?g éjn%n Mesin unit 150.000.000 Pengadaf';\n Peralatan dan Perqlatan dan unit 150.000.000
Mesin Lainnya disediakan Mesin Lainnya Mesin Lainnya
yang disediakan
Jumlah Unit
; Sarana dan
Pengadaan Sarana dan égwlgpaggr%%Sarana Pengadaan Sarana dan Prasana
Prasana Pendukung Egn?ourkgtg% Gedung unit 50.000.000 Prasana Pendukung Gedung Pendukung unit 50.000.000

Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya

Bangunan Lainnya
yang Disediakan

Kantor atau Bangunan
Lainnya

Gedung Kantor
atau Bangunan
Lainnya yang
Disediakan

Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
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Penyediaan Jasa Surat

Jumlah Laporan

Penyediaan Jasa Surat

Jumlah Laporan

yang

dan Mesin Lainnya
yang

Penyediaan Jasa i
Menyurat Surat Menyurat HAPOTAN | 50.000.000 |Menyurat Penyediaan Jasa | L&poran | - »4 459 g9
Surat Menyurat
i Jumlah Caporan i
Eenyed_:?ar_\ Jsasab b Penyed_iaa% Jasa Eenyeq:?ar) Jsasab Dava A Jumlah Laporan
omunikasi, Sumber Daya Komunikasi, Sumber| | anoran omunikasi, sumber Daya Alr Penyediaan Jasa Laporan
Air dan Listrik Daya Air dan Listrik dan Listrik Komunikasi
yang disediakan o
70.000.000 Sumber Daya Air 70.000.000
dan Listrik yang
disediakan
i Jumlah Laporan i
EeryedlaanUJasa Bad Penye diaarr)1 Jasa Eenyedéaadn Jasa Pelayanan Jumlah Laporan
elayanan Umum Badan Eglr%?n%?lélmum Laporan mum bBadan Penyediaan Jasa Laporan
disediakan 542.698.664 Pelayanan Umum 542.698.664
Kantor yang
disediakan
Pemeliharaan Barang Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Milik Daerah Penunjang
Penunjang Urusan Urusan Pemerintahan
Pemerintahan Daerah
Daerah
. . Jumlah Gedung . o Jumlah Gedung
Pemeliharaan/Rehabilitas Eantor danL ) Unit Pemeliharaan/Rehabilitas i Kantor dan Unit
i angunan Lainnya -
i Gedung Bad_an yang y 30.000.000 Ge_dung Badan Bangunan Bangunan Lainnya 30.000.000
Bangunan Lainya Lainya yang
Jumlah Sarana dan Jumlah Sarana dan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Prasarana Gedung Pemeliharaan/Rehabilitasi Prasarana Gedung
Sarana dan Prasarana, Eantor Atalll_ . , Sarana dan Prasarana, Kantor Atau _
Pendukung Gedung Badan ygﬁ\gunan ainnya Unit Pendukung Gedung Badan Bangunan Lainnya Unit
atau Bangunan Lainya dipeqihara/direhabilit 50.000.000  latau Bangunan Lainya yang 50.000.000
asi dipelihara/direhabili
tasi
Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan
i i Jumlah Kendaraan - i )
Eeme:!ﬂaraan, Elgyi . Perorangan Dinas Eeme:!Earaan, 'leayi ] Perorangan Dinas
emeliharaan, Pajak, dan Atau Kendaraan Unit emeliharaan, ~ajax, dan Atau Kendaraan Unit
Perizinan Kendaraan glng_sh\;?g%tgg yang Perizinan Kendaraan Dinas Dinas Jabatan yang
) . peli i
Dinas Oprasional atau dibayarkan Pajaknya 50.000.000  |Oprasional atau Lapangan dipelihara dan 50.000.000
Lapangan dibayarkan Pajaknya
Pemeliharaan Peralatan Jumlah Peralatan Petmeliharaan Peralatan dan Jumlah Peralatan
dan Mesin dan Mesin Lainnya Unit 50.000.000 [Mesin Unit 50.000.000
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2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Berikut Usulan program dan kegiatan masyarakat Badan Kesatuan Bangsa

dan Politik Kabupaten Purwakarta:
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(Tabel TC.32)
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2024
KABUPATEN PURWAKARTA

Nama Perangkat Daerah: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta

NO

Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Besaran / Volume

Catatan

<\

\

K
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BAB Il
TUJUAN DAN SASARAN BADAN KESBANGPOL

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bertugas untuk membantu
pemerintah dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang
kesatuan bangsa dan politik yang menjadi kewenangan daerah dan tugas
pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah. Adapun
kebijakan yang diambil oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Purwakarta guna mendukung program prioritas pemerintah dapat

dirumuskan sebagai berikut :

1) Meningkatkan peran forum/pokja dalam rangka deteksi dini dan

cegah dini.

2) Menanamkan rasa cinta tanah air dan bela negara kepada

masyarakat.
3) Mengoptimalkan pengawasan dan pemberdayaan ormas.

4) Meningkatkan pendidikan dan fasilitasi politik bagi masyarakat dan
partai politik.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja

Berdasarkan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan
Kesatuan Bangsa Dan Politik dapat dirumuskan tujuan yaitu: “Menciptakan
Keamanan dan kenyaman Lingkungan”, dengan sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya peran serta forum-forum dalam rangka deteksi dini,
2. Meningkatnya nilai-nilai wawasan kebangsaan masyarakat melalui

peningkatan kesadaran bela Negara.

3. Terciptanya kerukunan antar dan intra umat beragama dan pembauran
kebangsaan,

4. Optimalnya Pengawasan melalui pendataan sertapemberdayaan
ormas,
5. Meningkatnya pendidikan politik bagi masyarakat (Pemilih Pemula) dan

Partai politik
3.3. Program dan Kegiatan
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(Tabel T.C-3.3)
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN

2024 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PURWAKARTA

Rencana Tahun 2024

Prakiraan Maju Rencana

Perangkat Daerah/bidang : Catatan Tahun 2025
Kode urusan/ program /kegiatan Indikator Pentin Target
prog 9 Lokasi Target Pagu Indikatif Sumber Dana 9 Capaian Pagu Indikatif
Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
UNSUR
PEMERINTAHAN UMUM
KESATUAN BANGSA
1 DAN POLITIK 10.509.398.223 11.560.338.045
PROGRAM Tingkat peserta pembinaan | Kab. Persen PENDAPATAN Persen
PENGUATAN IDEOLOGI [ldeologi Wawasan Purwakarta, ASLI DAERAH
1|2 PANCASILA DAN Kebangsaan, Bela Negara, by rwakarta, 1.150.000.000 1.265.000.000
KARAKTER Karakter Bangsa, Pembauran Nagri Kaler
Kebangsaan, Bineka
KEBANGSAAN Tunggal Ika dan Sejarah
Kebangsaan
Perumusan Kebijakan  Jumlah Peserta Pembinaan  Kab. Orang PENDAPATAN Orang
Teknis dan pemantapan [ldeologi Wawasan Purwakarta, 1.150.000.000 | ASLI DAERAH
1] 2| 2,01 pelaksanaan Bidang Kebangsaan, Bela Negara, |pyjryakarta, 1.265.000.000
ideologi Pancasila dan  [Karakter Bangsa Pembauran |\ i i aler
Karakter Kebangsaan Kebangsaan, Bineka
Tunggal Ika dan Sejarah
Kebangsaan

TARUN 2024
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Rencana Tahun 2024

Prakiraan Maju Rencana Tahun

| 2025
Perangkat Daerah/bidang Catatan Taret
Kode urusan/ program Indikator Penting Ca gian
/kegiatan Lokasi Target Pagu Indikatif Sumber Dana KirF])erja Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pelaksanaan Kebijakan di | Jumlah Orang yang
Bidang Ideologi Wawasan | Mengikuti
Kebangsaan,kBeIa Egltij!(aslfannagiré)idang Kab. ) Orang DENDAPATAN Orang
Negara, Karakter ¢ Purwakarta,
112} 201 Kebangsaan, Pembauran :ggg;%g's\/a\/:xv%sgg Purwakarta, 1.150.000.000 ASLI DAERAH 1.265.000.000
Kebangsaan, Bineka Ne arzg Karékter Nagri Kaler
Tunggal Ika dan Sejarah Kegang’sa
Kebangsaan Pembaura,n
Kebangsaan, Bineka
Tunggal lka dan
Sejarah Kebangsaan
PROGRAM
PENINGKATAN PERAN o
Y ilu .
LEMBAGA PENDIDIKAN (Pilkada, Pileg, Pilpres dan |Purwakarta, PENDAPATAN 3.189.831.074
1|3 MELALUI PENDIDIKAN : Persen Persen
POLITIK DAN Pilkades) Purwakarta, ASLI DAERAH
2. Tingkat peserta Nagri Kaler 3.170.763.489
PENGEMBANGAN pembinaan kegiatan politik R
ETIKA SERTA BUDAYA
POLITIK
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Rencana Tahun 2024

Prakiraan Maju Rencana Tahun

2025
g Perangkat Daerah/bidang dik Catatan Target
Kode urusan/ program /kegiatan Indikator Lokasi Target Pagu Indikatif Sumber Dana | Fenting C}:(?Eg'r?: Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pelaksanaan Kebijakan Jumlah orang vyan
Teknis Di Bidang mengikuti pelaksanag
Pendidikan Politik, Etika kebijakan dibidan
Budaya Politik, pendidikan politik, etik
PenilngkatanI Detr)nokrasi, budaya;( . plt()Iiti Kab
Fasilitasi Kelembagaan peningkatan demokrag '
1| 3| 2,01 Pemerintahan, Perwakilan | fasilitasi kelembagag - rvakana, | Orang 3.070.763.489 | L ENDAPATAN Orang 4.400.036.220
dan Partai Politik pemerintahan Purwgkarta, ASLI DAERAH
" ' . Nagri Kaler
Pemilihan perwakilan dan part
Umum/Pemilihan Umum politik, pemiliha
Kepala Daerah, Serta umum/pemilihan umur
Pemantauan Situasi kepala daerah, sert
Politik di Daerah pemantauan situa
politik didaerah
Pelaksanaan Monitoring, .
Evaluasi dan Pelaporan di JumI_ah_Laporan HaS|I_
Bidang Pendidikan Politik, | Monitoring, evaluasi
Etika Budaya Politik, dan pelaporan
Peningkatan Demokrasi, d|b!<jang 'pendldlkan
Fasilitasi Kelembagaan pol!t!k, etlka. budaya| Kab.
1] 3| 2,01 Pemerintahan, Perwakilan | POliti,  peningkatan | Purwakarta, | Laporan 100.000.000 | [ ENDAPATAN Laporan 105.000.000
dan Partai Politik demokrasi, fasilitasi Purwgkarta, ASLI DAERAH
Pemilihan ’ Kelembagaan Nagri Kaler
Umum/Pemilihan Umum Pemermtahan .
Kepala Daerah, Serta Per_v_vak|lan dan I?artal
Pemantauan Situasi politik _pem|l|han
Politik di Daerah umum/Pemilihan
umum Kepala
Daerah, serta
pemantauan Situasi
Politik didaerah
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Rencana Tahun 2024 Prakiraan Majzuolgsencana Tahun
Perangkat Daerah/bidang ) Catatan
Kode urusan/ program /kegiatan Indikator Penting g arget
Lokasi Target Pagu Indikatif Sumber Dana K?r?glr?: Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PROGRAM Persentase Ormas yang
PEMBERDAYAAN DAN ?er)y;ampaikan laporan Kab PENDAPATAN
egiatan .
8 1 4 PENGAWASAN g PurWakarta, persen ASLl DAERAH Persen
ORGANISASI Purwakarta 250.000.000 252.000.000
KEMASYARAKATAN ; '
Nagri Kaler
Perumusan Kebijakan 1. Jumlah Ol:mas yang
Teknis dan Pemantapan [Menyampaikan _ Kab.
8 1) 4] 201 Pelaksanaan Bidang igg%i:ﬁﬁgéiig']“as' Purwakarta, | o PENDAPATAN orang
Egnmb;v;(;aséiagrdzgisasi > Jumlah Pengawasan Purwgkarta, 250.000.000 ASLI DAERAH 252.000.000
9 9 Ormas LSM yang telah Nagri Kaler
Kemasyarakatan Dilaksanakan
Pelaksanaan Kebijakan  Jumlah orang yang
dibidang Pendaftaran mengikuti pelaksanaan
8 1 4 2,01 Ormas, Pemberdayaan kebijakan dibidang
Ormas, Evaluasi dan pendaftaran ormas, Kab.
Mediasi Sengketa Ormas, pemberdayaan ormas, | pyrwakarta,
Pengawasan Ormas dan |[Evaluasi dan mediasi Purwakarta, Orang 250.000.000 PENDAPATAN Orang 252.000.000
Ormas Asing di Daerah  |Sengketa Ormas, Nagri Kaler ASLI DAERAH
Pengawasan Ormas
dan Ormas Asing
Tingkat peserta
pembinaan
8P Pencegahan
PROGRAM PEMBINAAN |Penyalagunaan Kab.
DAN PENGEMBANGAN |Narkotika, Fasilitasi Purwakarta, Persen PENDAPATAN Persen
KETAHANAN EKONOMI, Kerukunan Umat Purwakarta, 500.000.000 ASLI DAERAH 505.500.000
SOSIAL, DAN BUDAYA |Beragama dan Nagri Kaler
Penghayat
Kepercayaan di Daerah
ang dilaksanakan
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Rencana Tahun 2024

Prakiraan Maju Rencana Tahun

2025
Kode Perangkat Daerah/bidang indikator Catatan Target
. i . !
urusan/ program /kegiatan Lokasi Target Pagu Indikatif Sumber Dana Penting i?ﬁ:'r?; Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Perumusan Kebijakan 1. Persentase Jumlah
Teknis Dan Pemantapan [Masyarakat yang
1 5 2,01 Pelaksanaan Bidang Memperoleh
getananan Ekonomi, gembi{]?\aﬂ gab. kart 1.0rang 1.0rang
Sosial Dan Budaya enyalahgunaan urwakarta, . PENDAPATAN .
Narkoba Purwakarta, 2.Persen 2.Persen
2. Persentase Tingkat |Nagri Kaler 500.000.000 ASLI DAERAH 505.500.000
Harmonisasi
Kerukunan Antar Umat
Beragama
Pelaksanaan Kebijakan di Jumlah Orang yang
Bidang Ketahanan Mengikuti Pelaksanaan
Ekonomi, Sosial, Budaya [Kebijakan di Bidang
dan Fasilitasi Ketahanan  Ekonomi,
15 ko1 Pencegahan Sosial, Budaya dan
' Penyalagunaan Fasilitasi PencegahanKab.
Narkotika, Fasilitasi Penyalagunaan Purwakarta,
Kerukunan Umat Narkotika, FasilitasiPurwakarta, Orang PENDAPATAN Oran
Beragama dan Penghayat [Kerukunan UmatNagri Kaler 100.000.000 ASLI DAERAH 9 103.000.000
Kepercayaan di Daerah | Beragama dan
Penghayat
Kepercayaan di Daerah
Pelaksanaan Koordinasi, Jumlah Orang yang
Evaluasi dan Pelaporan di [Mengikuti Koordinasi di
Bidang Ketahanan Bidang Ketahanan|
Ekonomi, Sosial, Budaya |[Ekonomi, Sosial,
1 5 ko1 dan Fasilitasi Budaya dan Fasilitasi
' Pencegahan Pencegahan Kab.
Penyalagunaan Penyalagunaan Purwakarta,
Narkotika, Fasilitasi Narkotika, Fasilitasipyrwakarta, Orang 50.000.000 PENDAPATAN Orang 52.000.000
Kerukunan Umat Kerukunan UmatNagri Kaler ASLI DAERAH
Beragama dan Penghayat Beragama dan
Kepercayaan di Daerah  |Penghayat

TARUN 2024
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Rencana Tahun 2024

Prakiraan Maju Rencana Tahun

2025
Perangkat Daerah/bidang indikat Catatan Target
Kode urusan/ program /kegiatan naikator . Penting Capaian
Lokasi Target | pagy Indikatif | Sumber Dana Kinerja | Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pelaksa_naan Monitoring, . | Jumlah Laporan Hasil
Evaluasi dan Pelaporan di | \onitoring, Evaluasi dan
Bidang Ketahanan Pelaporan di Bidang
Ekonomi, Sosial, Budaya | Ketahanan Ekonomi, Kab. Laporan Laporan
dan Fasilitasi Sosial, Budaya dan Purwakarta, PENDAPATAN

115] 201 Pencegahan Fasilitasi Pencegahan | Purwakarta, 350.000.000 ASLI DAERAH 352.000.000
Penyalagunaan Penyalagunaan Nagri Kaler
Narkotika, Fasilitasi Narkotika, Fasilitasi
Kerukunan Umat gg:gg‘;‘:ﬂa; dUarrr]mat
Beragama dan Penghayat Penghayat Kepercayaan

di Daerah

PROGRAM
PENINGKATAN
KEWASPADAAN Kab
NASIONAL DAN . . )

1|6 PENINGKATAN [ ingkat penyclesaian Purwakarta, o . PENDAPATAN Persen 1.304.553.910

onflik sosial Purwakarta, ASLI DAERAH

KUALITAS DAN Naari Kaler
FASILITASI 9 1.185.958.100
PENANGANAN
KONFLIK SOSIAL
Perumusan Kebijakan
Teknis dan Pelaksanaan tOJnL;ma:OSPiZT‘éELg‘:e”rah Kab.

1/ 6| 2,01 Pemantapan _ >. Jumlah Pemantauan, Purwakarta, 1.Dokumen PENDAPATAN 1.Dokumen 1.304.553.910
Kewaspadaan Nasional L Purwakarta, 2.Laporan ASLI DAERAH 2.Laporan

.. |Deteksi dini, Pengamanan h 1.185.958.100

dan Penanganan Konflik i paerah Nagri Kaler +109.990.
Sosial
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Rencana Tahun 2024

Prakiraan Maju Rencana Tahun
2025

Perangkat Daerah/bidang . S Catatan : Lo
Kode urusan/ program Indikator Lokasi Target Pagu Indikatif Sumber Dana Penting Target Capaian Kinerja pagu Indik
/kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pelaksanaan Koordinasi
S Jumlah Orang yang
d'. Bldang Kewaspadgan Mengikuti Koordinasi
Dini, Kerjasama Intelijen, S
di Bidang
Pemantauan Orang -
. - Kewaspadaan Dini,
As!ng, Tenaga Kerja Kerja Sama Intelijen Kab.
1] 6| 201 Asing dan Lembaga Pemantauan Orang | Lurwakarta, ) Orang 150.000.000 | FENDAPATAN Orang 152.000.000
Asing, Kewaspadaan Asing. Tenaaa Keria Purwakarta, ASLI DAERAH
Perbatasan Antar Negara, Asing' dan Lgmbagja Nagri Kaler
Fg3|l|ta5| Kelembagaan Asing, Kewaspadaan
Bidang Kewaspadaan, . Perbatasan antar
ziegzgzﬂanganan Konflik Negara, Fasilitasi
Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik di
Daerah
Pelaksanaan Monitoring, )
Evaluasi dan Pelaporan di | Jumlah Laporan Hasil
Bidang Kewaspadaan Monitoring, EvaIL_Ja5|
Dini, Kerjasama Intelijen, | dan Pelaporan di
Pemantauan Orang Bidang Kevgaspadaan Kab
Asing, Tenaga Kerja Dini, Kerja Sama '
1] 6| 2,01 Asing dan Lembaga Intelijen, Pemantauan | Purwakarta, - | Laporan 500.000.000 | h o EPATAN Laporan 505.000.000
Asing, Kewaspadaan Orang Asing, Tenaga NurWQKarlta,
Perbatasan Antar Negara, | Kerja Asing dan agri Raler
Fasilitasi Kelembagaan Lembaga Asing,
Bidang Kewaspadaan, Kewaspadaan
serta Penanganan Konflik | Perbatasan antar
di Daerah Negara, Fasilitasi
Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik
di Daerah
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Rencana Tahun 2024 Prakiraan Maju Rencana Tahun
. 2025
brog 9 Lokasi Target Pagu Indikatif Sumber Dana 9 Capaian Pagu Indikatif
Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Jumlah Dokumen Hasil
Pelaksanaan Forum  Kab. Dokumen
Pelaksanaan Forum o aci Dimni
e Koordinasi Pimpinan
811 6 22,01 Koordinasi Pimpinan Dacrah P EE;"W"ZEZ[E: 700.000.000 Ziﬁ%\;é&ﬁ Dokumen 125 400.000
Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Nagri Kaler’
PROGRAM Kab.
8|1 1 PENUNJANG URUSAN  [Capaian SAKIP Perangkat [Purwakarta, Predikat PENDAPATAN Predikat
Daerah Purwakarta, 4.088.634.734 | ASLIDAERAH 4.192.328.341
Nagri Kaler
Perencanaan dan Jumlah dokumen Kab.
8/ 1|1 2,01 Evaluasi Kinerja perencanaan, penganggaran, [Purwakarta, Dokumen, PENDAPATAN Dokumen,Lapo
Perangkat Daerah dan evaluasi perangkat Purwakarta, Laporan 50.000.000 ASL| DAERAH ran 52.500.000
kinerja yang di susun Nagri Kaler
Jumlah Dokumen Kab
Penyusuna Dokumen Perencanaan PurWakarta
81| 1| 2,01 Perencanaan Perangkat Perangkat Daerah Purwakarta: Dokumen 10.000.000 PENDAPATAN 10.500.000
Daerah Nagri Kaler ASLI DAERAH Dokumen
Koordinasi dan Jumlah Dokumen Kab
Penyusunan Laporan RKA-SKPD dan PurWakarta
8 1|1 2,01 Capaian Kinerja dan Laporan Hasil Purwakarta, 10.000.000 PENDAPATAN 10.500.000
g}ggsslr Realisasi Kinerja Nagri Kaler Dokumen ASLI DAERAH Dokumen
. . Jumlah Dokumen DPA- Kab.
Koordinasi dan Penyusunan|sikpp dan Laporan Hasil Purwakarta, PENDAPATAN
DPA SKPD Purwakarta, Dokumen: |~ 10.000.000 ASLI DAERAH Dokumen 10.500.000
Nagri Kaler
. . umlah Dokumen RKA- Kab.
Koordinasi Penyusunan  \skpp dan Laporan Hasil  |pyrwakarta
Laporan Capaian Kinerja |Koordinasi Penyusunan ' Laporan PENDAPATAN Laporan
. L Purwakarta, 10.000.000 ASL| DAERAH 10.500.000
dan Ikhtisar Realisasi Dokumen RKA-SKPD Nagri Kaler
Kinerja SKPD
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Rencana Tahun 2024

Prakiraan Maju Rencana Tahun

2025
Perangkat Daerah/bidan : Catatan | Target
Kode urusan% program /kegiata% Indikator - I Penting | Capaian I
Lokasi Target Pagu Indikatif Sumber Dana Kinerja Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Eval i Kineria P K tJumIah Laporan Evaluasi Kab.
D"a “?]S' Inerja Ferangkalikinerja Perangkat Daerah  Pyrwakarta, L aborarm PENDAPATAN Laboran
aera Purwakarta, ? 10.000.000 ASLI DAERAH f 10.500.000
Nagri Kaler
Jumlah Orang yang
8 menerima Gaji dan Kab. Orang/Bulan Orang/Bulan
o ) Tunjangan ASN, Dokumen | Purwakarta, Dokumen. PENDAPATAN Dokumen.
11202 Administrasi Keuangan |Administrasi Keuangan Purwakarta, L anoran ' 1.805.936.070 IASLI DAERAH Laporan ' 1.884.529.677
Perangkat Daerah Yang Ciseureuh P P
Disusun
Jumlah Orang yang Kab.
8l 1] 1| 2,02 Pen_yedlaan Gaji dan menerima Gaji dan Purwakarta, PENDAPATAN
Tunjangan ASN Tunjangan ASN Purwakarta, orang/Bulan 1.765.936.070 | AS|| DAERAH 14 Bulan | 1.842.529.677
Ciseureuh
Jumlah Laporan Kab
8/ 1| 1| 2,02 koordinasi dan Keuangan Akhir Tahun _ :
Penyusunan Laporan SKPD dan Laporan Hasil ESRI’VVZ‘EZSZ Laporan | 10,000,000 PENDAPATAN 1 10,500,000
: oordinasl Penyusunan C , . . ASL| DAERAH Dok . .
Akhir Tahun SKPD Laporan Keuangan Akhir|  Nagri Kaler S okumen
Tahun SKPD
Koordinasi dan Jumlah Dokumen Kab.
inasi PENDAPATAN
Pelaksanaan Akuntansi Koordlna§| dan Pelaksanaan Purwakarta, Dokumen Dokumen 10.500.000
SKPD IAkuntansi SKPD Purwakarta, 10.000.000 ASLI DAERAH 000,
Pengelolaan dan Jumlah Dokumen Bahan
; Tanggapan Pemeriksaan dan | Nagri Kaler Dokumen PENDAPATAN Dokumen
$§Qé§§;§n55‘:r§gnksaan Tindak Lanjut Pemeriksaan | 10.000.000 | ASLIDAERAH 10.500.000
Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan
Penyusunan Laporan | lélrir;aon/g;:uwfa:;ggﬁmesrera Kab. PENDAPATAN
Keuangan Koordinasi Penyusunan Purwakarta, Laporan ASLI DAERAH Laporan 10.500.000
teran SKPD Triwulan/ Semesteran SKPD
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Rencana Tahun 2024 Prakiraan Maju Rencana Tahun
2025
Perangkat Daerah/bidang . Catatan Target
Kode urusan/ program /kegiatan Indikator Lokasi T Sumber D Penting | Capaian
Ookasi arget | pagu Indikatif umber bana Kinerja Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Administrasi Barang Jumlah laporan _ |Kab.Purwakart
Milik Daerah Pada Administrasi Barang Milik 3 pyrwakarta,| Laporan ZETIDSEQIIQH Laporan
8 1/1| 2,03 Perangkat Daerah Daerah Nagri Kaler 10.000.000 10.500.000
Rekonsiliasi dan Jumlah Rekonsiliasi Kab Purwakart
Penyusunan Laporan dan Penyusunan 2. Purwakarta PENDAPATAN ASLI
8 1|1| 2,03 Barang Milik Daerah Pada [Laporan Barang Milik | * ' | Laporan Laporan
’ SKPD Daerah pada SKPD  [Vagri Kaler 10.000.000 DAERAH 10.500.000
Administrasi Jumlah paket Pakaian
Kepegawaian Perangkat Dinas Beserta Atribut Kath.Pu rvl\iaktart DF’I?ket, 140.000.000 PENDAPATAN DPI?ketl
Dacrah Kelengkapannya Yang [ ~urwakarta, OOI;TE“' ASLI DAERAH OOr”a'”r’]‘e“' 141.500.000
Dibutuhkan Nagri Kaler g g
Pengadaan Pakaian Jumlah Paket Pakaian Dinas [Kab.Purwakart
Dinas Beserta Atribut Beserta Atribut a, Purwakarta Paket 80.000.000 [PENDAPATAN ASLI Paket
Kelengkapanya o ' DAERAH 80.500.000
Kelengkapannya Nagri Kaler
Pendataan dan Jumlah Dokumen Pendataan |Kab.Purwakart
Pengelolaan Administrasi (dan Pengolahan _ la, Purwakarta, | Dokumen 10.000.000 PENDS\ AF:EAIJQ—QIIEII ASLI Dokumen 10.500.000
Kepegawaian IAdministrasi Kepegawaian Nagri Kaler
Pendidikan dan Pelatihan pumlah Pegawai
Pegawai Berdasarkan Berdasarkan Tugas dan Kag'lar\lljvrvlal:?rt oran 50.00.000 |PENDAPATAN ASLI oran
Tugas dan Fungsi Fungsu yang mengikuti a, Furwaxaria, g DAERAH g 50.500.000
9 9 pendidikan dan pelatihan  [Nagri Kaler
Administrasi Umum Jumlah Pengelolaan
811 2,06 Perangkat Daerah IAdministrasi Umum Yang 620.000.000 629.500.000
Dilaksanakan
Penyediaan Jumlah Paket Kab
, Komponen Instalasi '
Komponen Instalasi o Purwakarta, PENDAPATAN
8| 1| 1| 2,06 Listrik/Penerangan Listrik/Penerangan Purwakarta, Paket 50.000.000 ASLI DAERAH Paket 50.500.000
Bangunan Badan Bangunan I_(antor Nagri Kaler
yang Disediakan
Jumlah Paket Kab.
Penyediaan Peralatan Peralatan dan Purwakarta, | Paket PENDAPATAN Paket
811 1) 206 dan Perlengkapan Kantor | Perlengkapan Kantor | pyrwakarta, 50.000.000 | ag) | pAERAH 50.500.000
yang Disediakan
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Rencana Tahun 2024 Prakiraan Maju Rencana Tahun
2025
q Perangkat Daerah/bidang dik Catatan Target
Kode urusan/ program /kegiatan Indikator Lokasi Target Pagu Indikatif Sumber Dana | Penting ?(?r?glr?; Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Penyediaan Peralatan Jumlah Paket Peralatan | Kab.
Rumah Tangga Rumah Tangga yang Purwakarta, |Paket PENDAPATAN Paket
Disediakan Purwakarta, 20.000.000 ASLI DAERAH 20.500.000
Nagri Kaler
Jumlah Paket Kab.
. ... | Bahan Logistik Purwakarta, PENDAPATAN
8| 1|1 2,06 4 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang Purwakarta, Paket 150.000.000 ASLI DAERAH Paket 152.000.000
disediakan Nagri Kaler
Penyediaan Baran Jumiah Paket gl?rt\)/\./akarta PENDAPATAN
8| 1/1] 206 | 5 y 9 Barang Cetakan ' | Paket 100.000.000 Paket 103.000.000
Cetakan dan d d Purwakarta, ASLI DAERAH
Penggandaan an Pe.nga. aan Nagri Kaler
yang Disediakan
Kab.
Jumlah Laporan
8/ 1| 1| 2,06 | 8 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Fasilitasi Kunjungan | Furwakara, | o, o 50.000.000 | Fer\ AT Paket 50.500.000
Tamu Purwakarta,
Nagri Kaler
: Jumlah Laporan Kab.
Penyediaan Rapat
8|1/ 1] 206 | 9 | Koordinasi dan Penyelenggaraan P””’Vaia”a’ Laporan 150.000.000 | HENDAPATAN Laporan 152.000.000
Konsultasi SKPD Rapat Koqrdlna5| dan Purwg arta,
Konsultasi SKPD Nagri Kaler
Jumlah Dokumen TerfaS|I|taSInya_ Kab.
sl 111l 206 | 11 Dukungan Pelaksanaan Egﬁg%?:ﬁgn&smm Purwakarta, PENDAPATAN
' Sistem Pemerintahan ! . Purwakarta, Dokumen 50.000.000 ASLI DAERAH Dokumen 50.500.000
. . Berbasis Elektronik .
Berbasis Elektronik pada Nagri Kaler
Pada SKPD
SKPD
Pengadaan Barang Jumlah nggadaan Kab.
- . Barang Milik Daerah
Milik Daerah Penunjang Penunjang Urusan Purwakarta, PENDAPATAN ASLI
8/1|1| 2,06 Urusan Pemerintahan Pemerintahan Purwgkarta, Unit 650.000.000 DAERAH Unit 658.000.000
Daerah Nagri Kaler
Daerah yang
Dibutuhkan

50 | KABUPATEN PURWAKARTA

TARUN 2024




Rencana Tahun 2024

Prakiraan Maju Rencana Tahun

2025
Perangkat Daerah/bidang Catatan Target
Kode urusan/ program Indikator _ . Penting Capaian .
/kegiatan Lokasi Target Pagu Indikatif Sumber Dana Kinerja Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pengadaan Kendaraan ilgg(lﬂ;a%wt
Perorangan Dinas Atau Perorangan Dinas Kab.purwaka . PENDAPATAN :
Kendaraan Dinas atau Kendaraan rta,purwakart unit 200.000.000 ASLI DAERAH unit 203.000.000
Jabatan Dinas Jabatan yang | &nagri kaler
Disediakan
Pengadaan Kendaraan \Illérr?éir;airr:ltmnas Kab "
i i ; ab.purwaka ) )
Dinas Operasional atau Operasional atau unit 150.000.000 PENDAPATAN unit 152.000.000
Lapangan rta,purwakart ASLI DAERAH
Lapangan yang a,nagri kaler
Disediakan
Jumlah Paket Mebel
Pengadaan Mebel o Kab.purwaka
yang Disediakan rta, purwakart unit 100.000.000 igt'?éfé;ﬁ” unit 100.500.000
a,nagri kaler
Jumlah Unit
Pengadaan Peralatan . Kab.purwaka
dan Mesin Lainnya Eaeirnar']‘;"/;a;;nzn Mesin | tapurwakart | unit 150.000.000 igt'?&fggﬁﬂ unit 155.000.000
disediakan a,nagri kaler
Pengadaan Sarana dan é:wls?ag;rll;Sarana
Prasana Pendukung Pendukung Gedung | Kab.purwaka PENDAPATAN
1/1] 2,06 g:gugr?arr(]a&tl(i)nrnat:u Kantor atau rta,pur\_/vakart unit 50.000.000 ASL| DAERAH unit 50.500.000
9 y Bangunan Lainnya a,nagri kaler
yang Disediakan
Penyediaan Jasa Jumlah Penyediaan Jasa
11| 2,08 Penunjang Urusan Penunjang Urusan 632.698.664 633.798.664
Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah yang
Dibutuhkan
. Jumlah Laporan Kab.Purwaka | Laporan
11| 2,08 Penyediaan Jasa Surat | 5oy ediaan Jasa rta, 20.000.000 | FENDAPATAN 11 20.500.000
Menyurat ASLI DAERAH Dokumen
Surat Menyurat Purwakarta,
Nagri Kaler

TARUN 2024

51| BAKESBANGPOL KABUPATEN PURWAKARTA




Rencana Tahun 2024

Prakiraan Maju Rencana Tahun

2025
Perangkat Daerah/bidang Catatan Target
Kode urusan/ program Indikator ) I Pentin Capaian I
Jkegiatan Lokasi Target Pagu Indikatif Sumber Dana 9 Kinerja Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
. Jumlah Laporan
11} 2,08 2 Egnmyjrﬁ:gi? ?Ljsrilber penyediaan Jasa ﬁgb.Purwaka Laporan PENDAPATAN 12 Bulan
: kasi, Sumc Komunikasi, Sumber ' P ASLI DAERAH
Daya Air dan Listrik Daya Air dan Listrik Purwakarta, 70.000.000 70.500.000
yang disediakan Nagri Kaler
. Jumlah  Laporan Kab.Purwaka
111 28 4 Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa rta, Laporan PENDAPATAN 13 Bulan
Pelayanan Umum Badan Pelayanan Umum Purwakarta ASLI DAERAH
y : ’ 542.698.664 596.968.530
Kantor yang Nagri Kaler
disediakan
Pemeliharaan Barang Jumlah Barang Milik Daerah|Kab.Purwakart PENDAPATAN ASLI
Milik Daerah Penunjang [Penunjang Urusan a, Purwakarta, , DAERAH :
L)1) 209 Urusan Pemerintahan  [Pemerintahan Daerahyang INagri Kaler unit 180.000.000 unit 182.000.000
Daerah Dipelihara
Jumlathedung Kab.Purwaka
Pemeliharaan/Rehabilitas | Kantor dan Bangunan| rta, . .
. Lainnva van Unit PENDAPATAN Unit
1| 1| 2,09 9 |BGedung Bad_an yayang Purvv_akarta, 30.000.000 ASL| DAERAH 30.500.000
angunan Lainya Nagri Kaler
Jumlah Sarana
. ... .| dan Prasarana
Pemel|hgraan/Rehab|I|taS| Gedung Kantor Kab.Purwaka
111! 200 | 11 Sarana dan Prasarana, Atau Bangunan fa . PENDAPATAN .
' Pendukung Gedung Badan . ' Unit ASLI DAERAH Unit
g 9
atau Bangunan Lainya | Sannyayang Purwakarta, 50.000.000 50.500.000
dipelihara/direhab Nagri Kaler R R
ilitasi
. Jumlah Kendaraan Kab.Purwaka
! , " au Kenaaraan Purwakarta, PENDAPATAN
1) 1| 2,09 2 Pemgllharaan, Pajak, dan Dinas Jabatan yang Nagri Kaler Unit ASL| DAERAH Unit
Perizinan Kendaraan dipelihara dan
. . ) . 50.000.000 50.500.000
Dinas Oprasional atau dibayarkan Pajaknya
Lapangan
. Jumlah Peralatan dan [Kab.Purwakart PENDAPATAN ASLI
Pemeliharaan Peralatan | njesin Lainnya yang 2. Purwakarta Unit 50.000.000  |DAERAH Unit 50.500.000
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BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menyajikan rumusan program dan kegiatan beserta indicator

Kinerja dan pagu indikatif, yang disajikan dalam tabel 4.1, sebagai berikut :
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TABEL T.C4.1

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN
PURWAKARTA TAHUN 2024

No | Kode Rekening Uraian Program/Keg/Subkeg Indikator Target Pagu Angggzan Renja Sgr;r:);r Keterangan
8.01.0.00.0.00.01.0000 | SADAN KESATUAN BANGSA DAN 10.509.398.223
POLITIK
8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 10.509.398.223
PROGRAM PENUNJANG URUSAN Capaian SAKIP Peranakat
8.01.01 PEMERINTAHAN DAERAH Dagrah 9 Predikat 4.088.634.734 PAD
KABUPATEN/KOTA
8.01.01.2.01 Perencanaan, Jumlah dokumen perencanaan, Dokumen,
8.01.01.2.01 Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja penganggaran, dan evaluasi Laporan 50.000.000 PAD
Perangkat Daerah perangkat kinerja yang di susun
8.01.01.2.01.0003 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen Perencanaan Dokumen 10.000.000 PAD
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
Koordinasi dan P Dok Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Dok 10.000.000
8.01.01.2.01.0004 ARASRpD T eryHSHnan BOKUMER 1 aporan Hasil koordinasi oxumen R PAD
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Koordinasi dan P DPA Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Dok
8.01.01.2.01.0005 S&‘;{D'”as' an Fenyusunan DFEA- Laporan Hasil Koordinasi okumen 10.000.000 PAD
Penyusunan Dokumen DPA-SKP
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan
8.01.01.2.01.0006 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Laporan Hasil Koordinasi 10.000.000 PAD
Kinerja SKPD Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
8.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Laporan 10.000.000 PAD
Perangkat Daerah
Jumlah Orang yang menerima Gaji
8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat dan Tunjangan ASN, Dokumen PAD

Daerah

Administrasi Keuangan Perangkat
Daerah Yang Disusun
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Jumlah Orang yang menerima Gaji

Orang/Bulan

Administrasi Kepegawaian

Kepegawaian

8.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN 1,765,936,070 PAD
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Dokumen
8.01.01.2.02.0004 SKPD Pelaksanaan Akuntansi SKPD 10,000,000 PAD
Jumlah Laporan Keuangan Akhir
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Tahun SKPD dan Laporan Hasil Laporan
8.01.01.2.02.0005 Keuangan Akhir Tahun SKPD Koordinasi Penyusunan Laporan 10,000,000 PAD
Keuangan Akhir Tahun SKPD
b ol dan Penvi Bah Jumlah Dokumen Bahan Dok
8.01.01.2.02.0006 engelolaan dan Fenylapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan okumen 10,000,000 PAD
Tanggapan Pemeriksaan ) . )
Tindak Lanjut Pemeriksaan
Jumlah Laporan Keuangan
Koordinasi dan P . Bulanan/Triwulan/Semesteran
oordinasi dan Penyusunan Laporan D L s
8.01.01.2.02.0007 Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ iKP dan S Koird'nas' Laporan 10,000,000 PAD
Semesteran SKPD enyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/ Triwulan/ Semesteran
SKPD
. ] o Jumlah laporan Administrasi
8.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada | g o wjilik Daerah Pada Laporan 10,000,000 PAD
Perangkat Daerah .
Perangkat Daerah Yang Disusun
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Jumlah Rekonsiliasi dan
8.01.01.2.03.0005 Barang Milik Daerah pada SKPD Penyusunan Laporan Barang Milik Laporan 10,000,000 PAD
Daerah pada SKPD
Administrasi K ian P Kat Jumlah paket Pakaian Dinas Paket,
8.01.01.2.05 Daz:lanI:s rast Repegawalan Ferangka Beserta Atribut Kelengkapannya Dokumen, 140.000.000 PAD
Yang Dibutuhkan Orang
8.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Jumlah Pakgt Pakaian Dinas Paket 80,000,000 PAD
Atribut Kelengkapannya Beserta Atribut Kelengkapanya
Pendat dan P lah Jumlah Dokumen Pendataan dan Dok
8.01.01.2.05.0003 endataan dan mengolahan Pengolahan Administrasi okumen 10,000,000 PAD
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Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas

8.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawal dan Fungsu yang mengikuti Orang 50,000,000 PAD
Berdasarkan Tugas dan Fungsi o .
pendidikan dan pelatihan
8.01.01.2.06 Administrasi U Jumlah Pengelolaan Administrasi Paket,
8.01.01.2.06 T ministrast mum & ) Laporan, PAD
Perangkat Daerah Umum Yang Dilaksanakan
Dokumen
b di K Instalasi Jumlah Paket Komponen Instalasi
8.01.01.2.06.0001 enyediaan romponen Instaias| Listrik/Penerangan Bangunan Paket 50,000,000 PAD
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Lo
Kantor yang Disediakan
b di Peralatan d Jumlah Paket Peralatan dan
8.01.01.2.06.0002 enyediaan meraiatan dan Perlengkapan Kantor yang Paket 50,000,000 PAD
Perlengkapan Kantor o
Disediakan
8.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Ju™!an Paket Peralatan Rumah Paket 20.000.000 PAD
Tangga yang Disediakan
8.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket !Sahe.m Logistik Paket 150,000,000 PAD
Kantor yang disediakan
8.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Paket Barang Cetakan dan |, ., 100.000.000 PAD
Penggandaan Pengadaan yang Disediakan
I . lah L Fasilitasi
8.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Laporan 50.000.000 PAD
Kunjungan Tamu
b | Rapat Koordinasi Jumlah Laporan Penyelenggaraan
8.01.01.2.06.0009 enyelenggaraan Rapat koordinasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi Laporan 150.000.000 PAD
dan Konsultasi SKPD
SKPD
Dukungan Pelaksanaan Sistem Jumlah Dokumen Dukungan Dokumen
8.01.01.2.06.0011 Pemerintahan Berbasis Elektronik pada | Pelaksanaan Sistem Pemerintahan 50.000.000 PAD
SKPD Berbasis Elektronik pada SKPD
Jumlah Pengadaan Barang Milik
8.01.01.2.07 Pengafiaan Barang Milik I?aerah Daeralj Penunjang Urusan Unit PAD
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Pemerintahan Daerah yang
Dibutuhkan
b q Kend b Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Uni
8.01.01.2.07.0001 ehgadaan fendaraan Ferorangan Dinas atau Kendaraan Dinas nit 200.000.000 PAD

Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Jabatan yang Disediakan
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Pengadaan Kendaraan Dinas

Jumlah Unit Kendaraan Dinas

8.01.01.2.07.0002 . Operasional atau Lapangan yang Unit 150.000.000 PAD
Operasional atau Lapangan e
Disediakan
8.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Unit 100.000.000 PAD
Disediakan
8.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Jumlah Unit Peralatan dan Mesin |, 150.000.000 PAD
Lainnya Lainnya yang disediakan
Pengadaan Sarana dan Prasarana Jumlah Unit Sarana dan Prasana
8.01.01.2.07.0011 Pendukung Gedung Kantor atau Pendukung Gedung Kantor atau Unit 50.000.000 PAD
Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya yang Disediakan
p di J p . u Jumlah Penyediaan Jasa
8.01.01.2.08 enye.laan asa renunjang trusan Penunjang Urusan Pemerintahan Laporan PAD
Pemerintahan Daerah .
Daerah yang Dibutuhkan
8.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Laporan 20.000.000 PAD
Surat Menyurat
P i ] K asi. Sumb Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
8.01.01.2.08.0002 enyediaan Jasa romunikasl, SUMBEr | ., o nikasi, Sumber Daya Air dan | Laporan 70.000.000 PAD
Daya Air dan Listrik o L
Listrik yang disediakan
P di ] Pel U Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
8.01.01.2.08.0004 szlc?r laan Jasa Felayanan Lmum Pelayanan Umum Kantor yang Laporan 542,698,664 PAD
disediakan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Jumlah Barang Milik Daerah
8.01.01.2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan Penunjang Urusan Pemerintahan Unit PAD
Daerah Daerah yang Dipelihara
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Ju.mlah Kendaraan Perorangan Unit
8.01.01.2.09.0001 Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan | Dinas Atau Kendaraan Dinas 30.000.000 PAD
Perorangan Dinas atau Kendaraan Jabatan yang dipelihara dan
Dinas Jabatan dibayarkan Pajaknya
b ih Peralatan dan Mesi Jumlah Gedung Kantor dan Unit
8.01.01.2.09.0006 Le.me' araan Feraatan dan Mesin Bangunan Lainnya yang 50.000.000 PAD
ainnya oo . e
dipelihara/direhabilitasi
. o - Unit
8.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Jumlah Peralatan dan Mesin 50.000.000 PAD

Kantor dan Bangunan Lainnya

Lainnya yang Dipelihara
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5 i ‘Rehabilitasi S g Jumlah Sarana dan Prasarana Unit
emeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan
8.01.01.2.09.0011 Prasarana Pendukung Gedung Kantor ngung Kantor Atau Bangunan 50.000.000 PAD
atau Bangunan Lainnya Lainnya yang
dipelihara/direhabilitasi
Tingkat peserta pembinaan
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI Ideologi Wawasan Kebangsaan,
8.01.02 PANCASILA DAN KARAKTER Bela Negara, Karakter Bangsa, | po oo 1.150.000.000 PAD
KEBANGSAAN Pembauran Kebang_saan, Bineka
Tunggal lka dan Sejarah
Kebangsaan
Jumlah Peserta Pembinaan
Perumusan Kebijakan Teknis dan Ideologi Wawasan Kebangsaan,
Pemantapan Pelaksanaan Bidang Bela Negara, Karakter Bangsa
Ideologi Pancasila dan Karakter Pembauran Kebangsaan, Bineka Orang 1.150.000.000 PAD
Kebangsaan Tunggal Ika dan Sejarah
Kebangsaan
Jumlah Orang yang Mengikuti
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pelaksanaan Kebijakan dibidang
Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela | |deologi Wawasan Kebangsaan, 0
Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Bela Negara, Karakter Kebangsa, rang 1.150.000.000 PAD
Kebangsaan, Bineka Tunggal Ikadan | pembauran Kebangsaan, Bineka
Sejarah Kebangsaan Tunggal lka dan Sejarah
Kebangsaan
PROGRAM PENINGKATAN PERAN L
PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA persentase Partisipast
8.01.03 PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN (Pilk);\da Pileg, Pilpres dan Persen 3.170.763.489 PAD
POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA | o, ~ | es,) '
SERTA BUDAYA POLITIK
Perumusan Kebijakan Teknis dan
Pemantapan Pelaksanaan Bidang Jumlah Partisipasi Aktif
Pendidikan Politik, Etika Budaya Masyarakat Dalam Pemilu Oran
8.01.03.2.01 Politik, Peningkatan Demokrasi, (Pilkada, Pileg, Pilpres dan & 3.170.763.489 PAD
Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, | pjlkades)
Perwakilan dan Partai Politik,
Pemilihan Umum/Pemilihan Umum
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Kepala Daerah, serta Pemantauan
Situasi Politi

Pelaksanaan Kebijakan di Bidang
Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,
Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi

Jumlah orang yang mengikuti

pelaksanaan kebijakan dibidang
pendidikan politik, etika budaya
politik, peningkatan demokrasi,

Ormas, Pengawasan Ormas dan
Ormas Asing di Daerah

pendaftaran ormas, pemberdayaan
ormas, Evaluasi dan mediasi

Kelembagaan Pemerintahan, fasilitasi kelembagaan Orang
8.01.03.2.01.0003 Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan | pemerintahan perwakilan dan 3.070.763.489 PAD
lémumr/]Pemilih;\n Umum Keggla . partai politik, pemilihan
aerah, serta Pemantauan Situasi o
S umum/pemilihan umum kepala
Politik di D h
olitik di Daera daerah, serta pemantauan situasi
politik didaerah
Jumlah Laporan Hasil monitoring,
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan evalct;.zs.:(dan pﬁlélforaylr: dt|)b|;:lang
Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, | Pendidikan politik, etika budaya
Etika Budaya Politik, Peningkatan politik, peningkatan demokrasi,
Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan fasilitasi Kelembagaan Laporan
8.01.03.2.01.0005 Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Pemerintahan Perwakilan dan 100.000.000 PAD
Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Partai politik pemilihan
Umum Kepala Daerah, serta -
Pemantauan Situasi Politik di Daerah umum/Pemilihan umum Kep.ala .
Daerah, serta pemantauan Situasi
Politik didaerah
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN Persentase Ormas van
8.01.04 PENGAWASAN ORGANISASI menyampaikan Iapgrangkegiatan Persen 250.000.000 PAD
KEMASYARAKATAN
Perumusan Kebijakan Teknis dan Jumlah Ormas yang
Pemantapan Pelaksanaan Bidang Menyampaikan Pendaftaran
8.01.04.2.01 ! Oran 250.000.000
Pemberdayaan dan Pengawasan Evaluasi Laporan Kegiatan 9
Organisasi Kemasyarakatan
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Jumlah orang yang mengikuti
Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan " e
8.01.04.2.01.0003 Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa pelaksanaan kebijakan dibidang 250.000.000
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Sengketa Ormas, Pengawasan
Ormas dan Ormas Asing

PROGRAM PEMBINAAN DAN

Tingkat peserta pembinaan
Pencegahan Penyalagunaan
Narkotika, Fasilitasi Kerukunan

Pencegahan Penyalagunaan Narkotika,
Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama
dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi
Kerukunan Umat Beragama dan
Penghayat Kepercayaan di Daerah

8.01.05 PENGEMBANGAN KETAHANAN Umat Beragama dan Penghayat Persen 500.000.000 PAD
EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA Kepercayaan di Daerah yang
dilaksanakan
Persentase Jumlah Masyarakat
Perumusan Kebijakan Teknis dan an l?/lem :roleh PemsZ'nraan
8.01.05.2.01 Pemantapan Pelaksanaan Bidang yang P : Orang 500.000.000 PAD
Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | Peényalahgunaan Narkoba
Jumlah Orang yang Mengikuti
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pelaksanaan Kebijakan di Bidang
getapan.?? Ekgnoml, Sﬁs'al’ Budaya Ketahanan Ekonomi, Sosial, o
an Fasilitasi Pencegahan e rang
8.01.05.2.01.0003 Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Budaya dan Fasilitasi Pfencegahgn . 100.000.000 PAD
Kerukunan Umat Beragama dan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi
Penghayat Kepercayaan di Daerah Kerukunan Umat Beragama dan
Penghayat Kepercayaan di Daerah
Jumlah Orang yang Mengikuti
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Koordinasi di Bidang Ketahanan
EEIaEa”_?[‘ E_klg)noml, Sr(;)SIa|, Budaya Ekonomi, Sosial, Budaya dan o
8.01.05.2.01.0004 an Fasilitasi menceganan. Fasilitasi Pencegahan rang 50.000.000 PAD
Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi . L
Kerukunan Umat Beragama dan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi
Penghayat Kepercayaan di Daerah Kerukunan Umat Beragama dan
Penghayat Kepercayaan di Daerah
Jumlah Laporan Hasil Monitoring,
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan | Evaluasidan PeIapo.ran d_i Bidang
Pelaporan di Bidang Ketahanan Ketahanan Ekonomi, Sosial,
8.01.05.2.01.0005 Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi | Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Laporan 350.000.000 PAD
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PROGRAM PENINGKATAN
KEWASPADAAN NASIONAL DAN

Tingkat penyelesaian konflik

Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota

Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota

8.01.06 PENINGKATAN KUALITAS DAN sosial Persen 1.350.000.000 PAD
FASILITASI PENANGANAN KONFLIK
SOSIAL
E:::ggiig:;g‘::‘::&;::ms dan Jumlah Penurunan Konflik Sosial Dokumen
8.01.06.2.01 Kewaspadaan Nasional dan di Daerah 1.350.000.000 PAD
Penanganan Konflik Sosial
Jumlah Orang yang Mengikuti
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Koordinasi di Bidang Kewaspadaan
Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Dini, Kerja Sama Intelijen,
Intelijen, Pe_mantguan Orang Asing, Pemantauan Orang Asing, Tenaga
88.01.06.2.01.0004 Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Orang 150.000.000 PAD
Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar
Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang | Kewaspadaan Perbatasan antar
Kewaspadaan, serta Penanganan Negara, Fasilitasi Kelembagaan
Konflik di Daerah Bidang Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik di Daerah
Jumlah Laporan Hasil Monitoring,
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Evaluasi dan Pel'ar?oran.d| Bidang
Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Kewaspadaan Dini, Kerja Sama
Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan | Intelijen, Pemantauan Orang Asing,
8.01.06.2.01.0005 Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan | Tenaga Kerja Asing dan Lembaga | Laporan 500.000.000 PAD
Lembaga Asing, Kewaspadaan Asing, Kewaspadaan Perbatasan
EeIrbatgziaga?ngzjglr:agaK?\;vZ:S!gzjn antar Negara, Fasilitasi
elem , .
serta Per?anganan K%nflik di Baerah Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta Penanganan
Konflik di Daerah
o Jumlah Dokumen Hasil
8.01.06.2.01.0006 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pelaksanaan Forum Koordinasi Dokumen 700.000.000 PAD
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BABV
PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta
Tahun 2024 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan pada Renstra Bakesbangpol
2024-2026 dan RKPD 2024 serta disesuaikan pula dengan kemampuan dukungan sumber
daya dan dukungan dana yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Purwakarta, dilaksanakan
dengan baik untuk mengemban visi dan misi yang ditetapkan dalam upaya meningkatkan
akuntabilitas kinerja. Demikian Renja 2024 disusun serta dapat bermanfaat dan berguna

untuk kepentingan pembangunan Kabupaten Purwakarta pada tahun 2024 yang akan dicapai

nantinya.

Purwakarta,

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
. '+ Kabupaten purwakarta
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AMA PD :

LEMBAR VERIFIKASI RENJA 2024

...........................................................

5 HASIL
VERIFIKASI

TIDAK
ADA

i | SISTEMATIKA :

BAB

BAB I

BAB III
BAB IV

BAB V

PENDAHULUAN

II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN
LALU

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT
DAERAH

PENUTUP

7 |BABI

1.1.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja
Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat
Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan
dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja
K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/ kota, serta tindak
lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2.

Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan
pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan
lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan
Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan
dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran
Perangkat Daerah.

1.3.

Maksud dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari
penyusunan Renja Perubahan Perangkat Daerah.

b

1.4.

Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja
Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

2.1

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN
LALU

Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
dan Capaian Renstra Perangkat Daerah (Tabel T-C.29)

2.2

Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (Tabel T-C.30

2.3

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas

dan Fungsi
Perangkat Daerah :

2.4

Review terhadap Rancangan Awal RKPD (Tabel T-C.31)

2.5

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
(Tabel T-C.32)
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4 |BABII TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional \/

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah v

3.3 Program dan Kegiatan (Tabel T-C.33) A
5 |BABIV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT

DAERAH

<

Bab ini mengemukakan rencana kerja program kegiatan dan
subkegiatan, indikator kinerja, dan pendanaan indikatif yang
disajikan dalam table matrik

6 |BABV PENUTUP

Berisikan uraian penutup

7 | KESESUAIAN DENGAN RKPD 20284 |
Memuat kesesuaian pagu anggaran, indikator kinerja, target \/ =
program, kegiatan dan subkegiatan Renja dengan RKPD 2029{
ATATAN TINDAK LANJUT : \J\ L
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